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MOTTO

“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses,
komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu
sendiri.”

(Jamie Winship)*

“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun
jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.”
(Jim Rohn)?

! https://www.goodreads.com/quotes/tag/sukses
2 https://www. kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/

v


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul
“Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village
Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya
sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan
karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya
sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi
akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Jember apabila kemudian
hari terjadi ketidakbenaran pada pernyataan ini.

Jember, 18 Desember 2018
Yang menyatakan

Febri Subachtiar
NIM 140910201039


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING DI DESA TEGALREJO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh

Febri Subachtiar
NIM. 140910201039

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholig Azhari, M.Si
Dosen Pembimbing Pendamping : Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa melalui
Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi” karya Febri Subachtiar telah diuji dan disahkan pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 18 Desember 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik
Tim Penguji:

Ketua Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si Drs. Abdul Kholig Azhari, M.Si
NIP 196306061988021001 NIP 195607261989021001

Anggota Penguji:

1. Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., Ph.D ( )
NIP 198103222005011001

2. Dr. Sutomo, M.Si ( )
NIP 196503121991031003

3. Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si ( )
NIP 198210292015041001

Menyatakan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village
Budgeting Di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
Febri Subachtiar, 140910201039, 2018: 116 Halaman; Program Studi Ilimu
Administrasi Negara Jurusan llmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan limu
Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village
Budgeting di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.
Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25) bahwa paling tidak terdapat
tiga karakteristik Good Governance yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor
publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi
dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi menerbitkan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang disebut
Electronic Village Budgeting untuk mewujudkan Good Governance dalam
pengelolaan keuangan desa. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015
menyebutkan bahwa Electronic Village Budgeting merupakan suatu sistem
aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan
desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang
dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Tegalrejo masih terdapat beberapa
permasalahan seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM)
sehingga baru menerapkan sistem Electronic Village Budgeting pada tahun 2016
serta adanya keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun
anggaran 2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat
deskriptif. Fokus penelitian adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa
Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Sumber data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
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dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji
keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan dalam
pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa
Tegalrejo dirasa masih setengah-setengah dan belum sepenuhnya memberikan
keterbukaan informasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo sudah dapat dikatakan baik,
karena telah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya
kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Pengelolaan
keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting dirasa lebih efektif dan
efisien. Dari segi efektivitas, dapat membantu Pemerintah Desa Tegalrejo dalam
melaksanakan pekerjaan sehingga dapat selesai tepat waktu, mempersempit
terjadinya kesalahan dalam penyusunan dokumen laporan realisasi, serta
penggunaan anggaran desa lebih terkontrol dan tepat guna. Dari segi efisiensi,
dalam mengelola keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari

perencanaan hingga pelaporan keuangan desa.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan
negatif bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif
tersebut berupa peningkatan angka kemiskinan sedangkan dampak positif berupa
terbukanya jalan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Good Governance merupakan paradigma baru yang berkembang di Indonesia dan
mulai diterapkan pada era reformasi pada Tahun 1998. Paradigma Good
Governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan
yang dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penyelenggaraan urusan
publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif dan tidak akomodatif terhadap
kepentingan publik telah menumbuhkan rasa ketidakpuasan pada kinerja
pemerintahan terdahulu, yang kemudian memunculkan paradigma baru yaitu
Good Governance.

Menurut Mardiasmo (2002:24) World Bank mendefinisikan Good
Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid
dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik
secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam
implementasinya sendiri, di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan
Good Governance. Pada sepanjang tahun 2017, ada 7 Kepala Daerah yang
ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akibat
tersangkut masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). (diakses melalui
http://news.liputan6.com/read/3110149/7-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017

pada tanggal 20 Januari 2018).

Masih tingginya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada
beberapa instansi pemerintah merupakan salah satu penyebab Good Governance
masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai Good Governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip atau
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karakteristik Good Governance. Menurut Widodo (2001:23), tata kepemerintahan

yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan

pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip, antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisiensi dan efektif.

Sedangkan menurut UNDP (United Nations Development Program) dalam

Mardiasmo (2002:24) Good Governance memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi  (Partisipation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kepastian Hukum (Rule of Law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan
tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (Transparancy), informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga publik harus cepat dan tanggap
dalam melayani stakeholder.

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), berorientasi pada
kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Keadilan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency), pengelolaan sumber daya
publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap
aktivitas yang dilakukan.

9. Visi Strategik (Strategic Vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat
harus memiliki visi jauh kedepan.

Penelitian ini difokuskan pada 3 karakteristik Good Governance yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Dimana menurut Mardiasmo
(2002:25) paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi
sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan
efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, desa diberikan

kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab 4 pasal 18, dijelaskan bahwa
kini setiap desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat. Segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan dan
tanggungjawab desa itu sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan
bahwa pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan
pemerintahannya dengan baik, dengan menyalurkan Dana Desa (DD) yang
bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari
APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan
kapasitas masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan
penyediaan infrastruktur desa yang memadai.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap
desa tidaklah sama. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing desa, untuk Dana Desa (DD) pengalokasiannya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
APBN pada bab 3 pasal 12 dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
pengalokasiannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah masing-masing. Dengan
adanya penetapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jumlah
besar, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan desa
dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik Good
Governance.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa pada pasal 24 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan
pemerintah desa dijalankan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,
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proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan
lokal, keberagaman, dan partisipatif. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien merupakan upaya pemerintah
dalam mewujudkan Good Governance pada tingkat desa, karena pada dasarnya
suksesnya pembangunan dimulai dari desa yang merupakan akar dari daerah
otonom dalam tataran Pemerintahan Daerah.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
pemerintahan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.
Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pemerintah tersebut dikenal
dengan nama Electronic Government. Inisiatif Electronic Government di
Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government
yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam
proses pemerintahan (Electronic Government) akan meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut World Bank, Electronic Government didefinisikan sebagai berikut:

“e-government refers to the use by government agencies of
information technologies (such as Wide Area Network, the internet,
and mobile computing) that have the ability to transform relations
with citizens, business, and other arms of government.” (diakses
melalui http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government
pada tanggal 3 Desember 2017).

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau
lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indrajit
dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi Electronic Government
dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam 4 klasifikasi yaitu:
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1. G-to-C (Government to Citizens), pemerintah membangun dan menerapkan
teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat.

2. G-to-B (Government to Bussiness), pada tipe ini pemerintah membangun dan
menerapkan teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi
dengan pihak swasta.

3. G-to-G (Government to Government), pemerintah membangun dan
menerapkan teknologi informasi dengan adanya kebutuhan bagi komunikasi
trans-negara.

4. G-to-E (Government to Employees), Electronic Government sebagai upaya
untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintahan yang bekerja pada
institusi sebagai pelayan masyarakat.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan sistem
pengelolaan keuangan desa berbasis Electronic Government yang disebut dengan
Electronic Village Budgeting. Electronic Village Budgeting merupakan
merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa berbasis online yang
dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sistem pengelolaan keuangan
terintegrasi dalam jaringan (online) ini diresmikan pada hari Minggu, 7 Desember
2014 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Marwan Ja’far dalam Pameran Akuntabilitas Publik Banyuwangi dengan
mengakses login pada laman web Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari. (diakses

melalui https://www.banyuwangikab.qgo.id/berita-daerah/menteri-desa-resmikan-

e-village-budgeting-Banyuwangi.html pada tanggal 3 Desember 2017).

Dengan adanya Electronic Village Budgeting nantinya dapat
mempermudah proses pengelolaan keuangan pada tingkat desa, serta memberi
perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan keuangan desanya
sesuai dengan aturan perundangan dan mencegah timbulnya potensi korupsi di
desa dengan jumlah dana desa yang relatif besar. Menurut Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 1 pasal 1, Electronic Village Budgeting
didefinisikan sebagai berikut:

“Electronic Village Budgeting merupakan suatu sistem aplikasi
teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan
keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.”

Sistem ini dapat diakses melalui alamat website

http://evb.banyuwangikab.go.id/ akan tetapi hak aksesnya dibatasi untuk

pengguna tertentu saja. Penggunaan sistem ini dikelompokkan dalam tiga grup,
yaitu grup administrator untuk para administrator aplikasi, grup eksekutif untuk
para pengambil keputusan (eksekutif/manajerial) dan grup operator RKA untuk
pihak desa yang mengisikan laporan keuangan ke EVB. Berikut merupakan

tampilan awal sistem Electronic Village Budgeting:

LJ

€

E-VILLAGE BUDGETING KABUPATEN BANYUWANG!

Gambar 1.1 Tampilan awal Electronic Village Budgeting

Sumber: http://evb.banyuwangikab.go.id/ diakses oleh Operator EVB Desa Tegalrejo

pada tanggal 11 Januari 2018
Sistem Electronic Village Budgeting mulai diperkenalkan dan digunakan
pada tahun 2014. Akan tetapi, penggunaannya diwajibkan kepada seluruh desa di
Kabupaten Banyuwangi setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi,


http://evb.banyuwangikab.go.id/
http://evb.banyuwangikab.go.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sehingga pada tahun 2015 seluruh desa diwajibkan memakai sistem tersebut.
Penggunaan Electronic Village Budgeting diatur dalam Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 6 pasal 48 yang menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangun
olen Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap
sesuai dengan perkembangan pembangunan sistem aplikasi
dimaksud.

(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan
melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di
dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai salah satu daerah otonom yang sah, pada tahun 2016 Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi menyalurkan Dana Desa (DD) dengan total keseluruhan
sebesar Rp 134.467.216.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan total
keseluruhan sebesar Rp 93.018.369.000 kepada seluruh desa di Kabupaten
Banyuwangi. Setiap desa tidaklah sama jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi
Dana Desa (ADD) yang diterima, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12,
pengalokasian Dana Desa (DD) pada setiap desa dihitung berdasarkan jumlah
penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan
geografis yang dijabarkan sebagai berikut:

(3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

Untuk besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa di Kabupaten
Banyuwangi diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
yang Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5.

Penghitungan besarnya Alokasi Dana Desa pada setiap desa ditentukan
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berdasarkan indikator jumlah aparatur pemerintah desa, jumlah penduduk desa,
angka kemiskinan, dan luas wilayah desa yang dijabarkan sebagai berikut:

(2) Indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan

bobot:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah
desa;

b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah
penduduk desa;

c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka
kemiskinan;

d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah.

Berikut merupakan besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa
(ADD) pada tahun 2016 yang telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi:

Tabel 1.1 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016

No Nama Kecamatan Besaran Dana Desa (Rp.) Besaran Alokasi Dana
Desa (Rp.)

1 Pesanggaran 3.743.062.000 2.581.778.000
2  Bangorejo 5.117.378.000 3.452.278.000
3  Purwoharjo 5.730.315.000 4.014.519.000
4 Tegaldlimo 6.168.713.000 4.250.486.000
5 Muncar 7.577.718.000 5.015.985.000
6  Cluring 6.399.236.000 4.356.863.000
7  Gambiran 4.307.471.000 2.790.644.000
8  Srono 7.106.650.000 4.899.828.000
9  Genteng 4.225.406.000 2.501.189.000
10  Glenmore 5.403.199.000 3.585.179.000
11  Kalibaru 4.554.512.000 3.072.733.000
12 Singojuruh 7.414.690.000 5.313.286.000
13  Rogojampi 12.173.450.000 8.490.203.000
14  Kabat 10.784.296.000 7.702.553.000
15 Glagah 5.270.120.000 3.750.343.000
16  Giri 1.355.107.000 1.041.587.000
17  Wongsorejo 8.682.599.000 5.923.111.000
18  Songgon 6.512.311.000 4.766.677.000
19 Sempu 5.110.658.000 3.484.734.000
20  Kalipuro 3.495.834.000 2.401.946.000
21  Siliragung 5.567.616.000 2.506.134.000
22 Tegalsari 4.304.781.000 3.082.363.000
23  Licin 5.462.104.000 4.060.950.000
Jumlah 134.467.216.000 93.018.369.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan

dikutip oleh peneliti pada tahun 2017)
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Pada tahun 2016 Kecamatan Tegalsari memperolen dana yang cukup
besar, yaitu Dana Desa sebesar Rp 4.304.781.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar
Rp 3.082.363.000 untuk disalurkan pada setiap desa. Kecamatan Tegalsari
merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi yang
terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Tegalsari, Karangdoro, Tamansari, Dasri,
Karangmulyo dan Tegalrejo. Untuk besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana
Desa (ADD) yang disalurkan pada setiap desa di Kecamatan Tegalsari dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penetapan Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Tegalsari Tahun 2016

No Nama Desa Besaran Dana Desa (Rp.)  Besaran Alokasi Dana
Desa (Rp.)
1 Tegalsari 793.261.000 577.371.000
2 Karangdoro 723.532.000 504.842.000
3 Tamansari 695.956.000 491.762.000
4 Dasri 701.564.000 523.310.000
5 Karangmulyo 693.396.000 497.508.000
6  Tegalrejo 697.072.000 487.570.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi (diolah dan
dikutip oleh peneliti pada tahun 2017)

Dengan besarnya dana yang diterima berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi
Dana Desa (ADD) oleh masing-masing desa, maka seluruh desa di Kabupaten
Banyuwangi dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam
pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan Electronic Village Budgeting.
Berdasarkan wawancara, ditemukan beberapa kendala atau masalah dalam
pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa
Tegalrejo, seperti keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Bapak
Sugiono selaku Bendahara Desa di Desa Tegalrejo pada tanggal 1 November
2017 mengungkapkan bahwa “Electronic Village Budgeting ini sudah 3 tahun
berjalan, akan tetapi untuk kami baru 2 tahun sebenarnya, untuk tahun 2014 itu
kami hanya bisa membuka pintu istilahnya”.

Meskipun pada saat peresmian EVB pada tahun 2014 Menteri Desa,
Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far

meresmikannya dengan mengakses login pada laman web Desa Tegalrejo yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

secara operasional sudah dapat digunakan dan pada tahun 2015 penggunaannya
sudah diwajibkan. Akan tetapi penggunaan sistem tersebut di Desa Tegalrejo baru
sepenuhnya digunakan pada tahun 2016 oleh perangkat desa Tegalrejo karena
keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan wawancara
juga ditemukan keterlambatan dalam pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 2016
di Desa Tegalrejo, hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo Tahun 2016.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Desa Tegalrejo

Tahun 2016
No Uraian Nomor Tanggal Jumlah Jumlah
Bukti Penyaluran Penerimaan Pengeluaran
(SP2D) (Debet) (Kredit)
Rp. Rp. Rp.
1 Pendapatan
1.2 Pendapatan
Transfer
1.2.01 Dana Desa 697.072.000 697.072.000
- Tahap 08469 418.235.000
Pertama Tgl, 8-6-2016
- Tahap 17554 278.837.000
Kedua Tgl, 18-10-2016

Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Tegalrejo tahun 2016

Dapat diketahui pada tabel 1.3 pencairan Dana Desa tahap pertama dan
kedua di Desa Tegalrejo mengalami keterlambatan dan baru dicairkan pada
tanggal 8 Juni 2016 pada tahap pertama dan tanggal 18 Oktober 2016 pada tahap
kedua. Padahal pada tahun 2016 Desa Tegalrejo sudah menggunakan sistem
Electronic Village Budgeting yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan desa. Seharusnya proses pencairan untuk Dana Desa tahap
pertama sudah dapat dicairkan pada bulan Maret dan tahap kedua pada bulan
Agustus, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana
Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi pada bab 4 pasal 8 yaitu:

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran

berjalan dengan ketentuan:

a. Tahap | pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
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b. Tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Berawal dari latar belakang mengenai besarnya dana yang diterima oleh
desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dituntut
untuk mampu mengelola keuangan desanya dengan transparan, akuntabel, efektif
dan efisien, menariknya sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten
Banyuwangi yang disebut Electronic Village Budgeting, serta dengan mengacu
pada permasalahan yang terdapat di Desa Tegalrejo, peneliti tertarik untuk
mengetahui Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan
Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan
dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah
penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian,
kebingungan atas adanya suatu fenomena. Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan, maka peneliti mengambil rumusan masalah “Bagaimana Transparansi,
Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui
Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban
terhadap suatu masalah, oleh karena itu setiap aktivitas dalam sebuah penelitian
pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah
pada saat seorang peneliti melakukan aktivitas penelitiannya agar dalam proses
tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Menurut Usman dan Akbar (2009:30) tujuan dari penelitian adalah
pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Berdasarkan uraian tentang
rumusan masalah yang hendak diteliti, maka peneliti menetapkan tujuan

penelitian ini adalah “Mendeskripsikan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas
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dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting
di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

14 Manfaat Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2009:31) kegunaan penelitian dapat dibagi
atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan
penjelasan tersebut, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun
sumbangasih berupa konsep terhadap pengembangan Illmu Admininstrasi
Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

b. Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta input
yang positif bagi pemerintah desa dan masyarakat terkait pengelolaan
keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Krangka Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan kerangka tinjauan pustaka yang digunakan untuk
memberi gambaran mengenai konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai alur
berpikir dalam penelitian:

Administrasi Publik

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Efektivitas dan
Efisiensi

Good Governance

Sistem Informasi
Manajemen

Electronic
Government

!

Pengelolaan
Keuangan Desa

v

Electronic
Village Budgeting

Gambar 2.1 Kerangka Tinjauan Pustaka

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik
adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik
merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur public
affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu
disiplin ilmu, adminitrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah
publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi,

sumberdaya manusia, dan keuangan. Good Governance muncul sebagai
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paradigma baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yang diartikan
sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan
yang bersih, demokratis, dan efektif.

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
pesat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) digunakan untuk memberikan
dukungan informasi dan pengolahan fungsi manajemen dalam pengambilan
keputusan pada organisasi. Konsep Electronic Government muncul sebagai salah
satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance). Dalam mewujudkan Good Governance, penggunaan Electronic
Government menjadi salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai daerah otonom yang sah, desa diberi kewenangan seluas-luasnya dalam
mengatur urusan pemerintahannya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan
desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga desa
dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan transparan, akuntabel, efektif
dan efisien.

Sebagaimana disebutkan oleh Mardiasmo (2002:25), ketiga karakteristik
tersebut dapat diterapkan oleh akuntansi sektor publik untuk menciptakan Good
Governance dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut
penggunaan Electronic Government dapat digunakan sebagai salah satu inovasi
dalam pengelolaan keuangan desa, dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
mengembangkan sistem Electronic Village Budgeting sebagai sarana dalam
perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sebagaimana
disebutkan dalam Perbup Banyuwangi No.15 Tahun 2015. Sehingga, fokus dalam
penelitian ini adalah pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori yang diperoleh dari
pustaka guna mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan
prinsip dasar untuk pemecahan permasalahan yang hendak diteliti. Keberadaan

teori dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang mendasar dalam
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memahami dan mengkaji suatu fenomena. Menurut Kelinger dalam Sugiyono
(2011:52) teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proporsisi
yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi
hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan
meramalkan fenomena. Menurut Silalahi (2012:112) konsep adalah sebagai
abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari
sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.
Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang
terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena
tertentu. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai
berikut:
a. Good Governance
Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut Good
Governance merupakan suatu konsep yang muncul sebagai upaya mengatasi
sistem pemerintahan terdahulu yang bersifat sentralistis dan cenderung kurang
demokratis. Good Governance dipahami sebagai suatu penyelenggaraan
pemerintah yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi
baik secara politik maupun administratif. Peneliti menganggap penting untuk
membahas konsep Good Governance, karena konsep Good Governance sesuai
dengan apa yang akan diteliti yaitu pengelolaan keuangan desa dimana
menurut Mardiasmo (2002:25) terdapat 3 karakteristik Good Governance yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang dapat diterapkan
dalam pengelolaan keuangan publik. Sehingga dalam penelitian ini Good
Governance akan dilihat dari sisi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village
Budgeting.
b. Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer
yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki

kebutuhan serupa. Para pengguna Sistem Informasi Manajemen biasanya
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terdiri dari entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak
perusahaannya. Sistem Informasi Manajemen menggunakan berbagai jenis
teknologi informasi dalam menghasilkan suatu produk berupa informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Peneliti membahas konsep ini karena sesuai dengan
apa yang akan diteliti yaitu penggunaan teknologi informasi berbasis website
yang disebut Electronic Village Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa.
Dimana informasi mengenai laporan realisasi penggunaan keuangan desa dapat
dengan mudah dilihat oleh pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah
Kabupaten, sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan.
. Electronic Government

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan media elektronik.
Konsep Electronic Government muncul karena adanya tuntutan globalisasi,
serta sebagai salah satu inovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance). Hal tersebut didukung dengan adanya Instruksi
Presiden No.3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penggunaan Electronic
Government akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti membahas konsep ini
karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu penggunaan Electronic
Government sebagai sarana dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut
dengan Electronic Village Budgeting.
. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa diberi kewenangan untuk
mengurus pemerintahannya secara mandiri sebagai implementasi dari otonomi
daerah. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Sebagai pengelola keuangan publik, pemerintah desa dituntut
untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik
Good Governance dalam mengelola keuangan desa sebagai upaya pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif. Dalam hal ini, keuangan desa
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bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi saja, akan
tetapi juga kepada publik diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana
yang relatif besar, sehingga peneliti menganggap penting untuk membahas
konsep ini.
e. Electronic Village Budgeting

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan
desa berbasis Electronic Government yang dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014. Electronic Village Budgeting
dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa. Penggunaan sistem Electronic Village Budgeting merupakan
salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan
transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
keuangan desa yang sesuai dengan prinsip atau karakteristik Good
Governance. Dengan adanya Electronic Village Budgeting dapat menghindari
penyelewengan keuangan desa karena Pemerintah Kabupaten dapat mengawasi
dengan mudah melalui sistem tersebut. Serta dalam penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan keuangan desa tidak lagi secara manual, akan
tetapi melalui website sehingga lebih efektif dan efisien.

23 Good Governance

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan konsep baru
dalam perkembangan Administrasi Publik. Good Governance muncul sebagai
tuntutan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
yang sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi.
Penyelenggaraan pemerintahan terdahulu dianggap tidak sesuai lagi dengan
tatanan masyarakat yang telah berubah. Good Governance di Indonesia sendiri
mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi dimana pada era
tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses
demokrasi yang bersih, sehingga Good Governance merupakan salah satu alat

reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan baru.
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2.3.1 Pengertian Good Governance

World Bank memberikan definisi governance sebagai "the way state
power is used in managing economic and social resources for development of
society”.  Sedangkan United Nation Development Program (UNDP)
mendefinisikan governance sebagai "the exercise of political, economic, and
administrative authority to manage a nation's affair at all levels" (Mardiasmo
2002:23). Dapat diketahui dari definisi tersebut, World Bank lebih menekankan
pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk
kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada
aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dimana
Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy
formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan
di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan
kemiskinan, dan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem
implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, institusi dari governance ini meliputi tiga domain yaitu
state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha),
dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya
masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik
dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan,
sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik
termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi
dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Adisasmita (2011:23) arti
good dalam good governance mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-
nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien
dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan
pengertian ini, good governance berorientasi pada ideal negara yang diarahkan

pada pencapaian tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Sementara itu, World
Bank dalam Mardiasmo (2002:24) mendefinisikan Good Governance sebagai
suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara
politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal

and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.3.2 Karakteristik Good Governance

UNDP (United Nations Development Program) memberikan definisi good
governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara,
sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP dalam Mardiasmo

(2002:24) menyebutkan Good Governance memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi  (Partisipation), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga
perwakilan yang dapat dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Kepastian Hukum (Rule of Law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan
tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (Transparancy), transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya Tanggap (Responsiveness), lembaga-lembaga publik harus cepat dan
tanggap dalam melayani stakeholder.

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), berorientasi pada
kepentingan masyarakat yang lebih luas. Good Governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi
kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun dalam prosedur.

6. Keadilan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
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7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency), proses dan lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Pengelolaan sumber daya
publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap
aktivitas yang dilakukan. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor
swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan
lembaga-lembaga stakeholders.

9. Visi Strategik (Strategic Vision), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat
harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, menurut Mardiasmo (2002:25) paling
tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu
penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga
karakteristik tersebut karena sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu

pengelolaan keuangan desa.

2.3.3 Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik,
maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip
transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki
arti penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui
kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni
disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada
rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau
Good Governance serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme (KKN).

Mardiasmo dalam Tahir (2011:163) mengemukakan bahwa transparansi
adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan

daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
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Selanjutnya, Tjokromidjoyo dalam Tahir (2011:163) menjelaskan bahwa
transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan)
mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan
usaha. Good Governance tidak memperbolehkan manajemen pemerintahan yang
tertutup. Menurut Smith dalam Tahir (2011:164), mengemukakan bahwa proses
transparansi meliputi:

a. Standard procedural requirements (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa
proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan
kebutuhan masyarakat.

b. Consultation processes (Proses Konsultasi), adanya dialog antara pemerintah
dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas,
maka seluruh proses dalam pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk keterbukaan kepada
publik.

c. Appeal right (Permohonan izin), adalah pelindung utama dalam proses
pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya

korupsi.

2.3.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas  adalah ~ suatu  perwujudan  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Sedarmayanti, 2003:3).
Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20), Akuntabilitas publik merupakan
kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan kepada
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta
pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang akuntabilitas yang dijelaskan
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas  merupakan

pertanggungjawaban yang diberikan oleh para pemegang kekuasaan untuk
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menyajikan dan melaporkan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sektor publik. Pertanggungjawaban
tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik kepada otoritas
yang lebih tinggi maupun masyarakat luas sebagai pencegah timbulnya praktik
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Mardiasmo (2009:21)
akuntabilitas publik memiliki dua macam bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan
akuntabilitas horizontal. Berikut penjelasan mengenai kedua bentuk akuntabilitas
tersebut:

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini,
kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Dana
Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati/Walikota berupa
laporan semester pertama yang diberikan paling lambat pada bulan Juli tahun
berjalan. Serta laporan semester kedua/akhir tahun yang disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Pertanggungjawaban  horizontal  merupakan  pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat luas. Dimana sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 40 yang menyebutkan bahwa:
1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi yang dimaksud, antara lain papan pengumuman, radio

komunitas, dan media informasi lainnya.
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2.3.5 Efektifitas dan Efisiensi

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan
dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas juga
dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah
ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka
telah berjalan dengan efektif. Menurut Siagian (2001:24) efektivitas menekankan
pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara
mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.
Sedangkan efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132), diartikan sebagai
pengelolaan sumber daya publik secara berdaya guna. Suatu kerja organisasi
dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil,

produktifitas, dan performance.

24 Sistem Informasi Manajemen
McLeod dan P.Schell (2008:12) mendefinisikan Sistem Informasi

Manajemen (Management Information System) sebagai suatu sistem berbasis
komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki
kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas
organisasi formal perusahaan atau sub-unit anak perusahaannya. Informasi yang
diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya
dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa
yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, SIM akan menghasilkan informasi
ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak:

a. Peranti lunak pembuat laporan (report-writing software) yang menghasilkan
laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam
suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan Khusus,
yang sering disebut pula laporan ad hoc, dibuat sebagai tanggapan atas
kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sistem manajemen
basis data dewasa ini memiliki fitur-fitur yang dapat dengan cepat membuat

laporan sebagai respon atas permintaan akan data atau informasi tertentu.
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b. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas
operasi perusahaan. Model-model matematis yang menggambarkan operasi
perusahaan dapat ditulis menggunakan semua jenis bahasa pemrograman.
Akan tetapi, bahasa-bahasa permodelan khusus dapat menjadikan tugas ini
menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan.

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang direncanakan
untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi
yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Output informasi yang
dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah
(baik itu manajer maupun kalangan profesional) dalam mengambil keputusan
guna memecahkan masalah perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hal pokok
dari Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah esensi dari Electronic
Government yaitu pemerintah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan
informasi dalam memberikan akses informasi sehingga didapatkan suatu kerangka

besar Sistem Informasi Manajemen dari Pemerintah.

2.5 Electronic Government

Electronic Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lembaga pemerintah atau
lembaga publik dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
pihak-pihak lain (masyarakat, pengusaha, maupun instansi lain) dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Electronic
Goverment menjadi salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam
memberikan pelayanan, untuk menghindari prosedur yang bersifat red-tape, juga
mengimbangi pesatnya penggunaan Internet oleh pihak swasta.

Sebagai suatu konsep baru dalam penyelenggaran pemerintahan,
diperlukan suatu domain yang tepat untuk mengahantarkan layanan Electronic
Government ini. Indrajit dalam Hidayat dkk. (2014:2-3) mengklasifikasikan relasi
Electronic Government dengan domain-domain yang ada pada masyarakat dalam
4 Klasifikasi yaitu:
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1. G-to-C (Government to Citizens)

Tipe ini merupakan relasi yang bersifat paling umum, dimana pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan
tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

2. G-to-B (Government to Bussiness)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu
lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian suatu negara dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan berbagai aktivitasnya,
entitas bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak data dan
informasi mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan usaha mereka.

3. G-to-G (Government to Government)

Pada era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi komunikasi
trans-negara. Kebutuhan untuk berinteraksi antar negara ini tidak hanya
berkisar pada kebutuhan diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kerjasama antar negara tersebut (Masyarakat, Dunia Usaha,
Militer, dsb) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
perdagangan, proses politik, proses demokratisasi, mekanisme hubungan
sosial-budaya,dll.

4. G-to-E (Government to Employees)

Aplikasi Electronic Government juga berguna untuk meningkatkan kinerja
dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintahan yang bekerja di
sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Setelah diketahui domain penerima layanan, Indrajit dalam Hidayat dkk.
(2014:2-3) menjelaskan beberapa tahapan dalam pemberian layanan pada
Electronic Government, kategorisasi tersebut didasarkan atas dua aspek yaitu
aspek komplekitas dan aspek manfaat. Aspek komplekitas yaitu menyangkut
beberapa komponen anatomi sebuah aplikasi Electronic Government yang ingin
dibangun, sedangkan aspek manfaat adalah kegunaan yang dirasakan oleh user

(pengguna). Tiga kategorisasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
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1. Publish

Pada kategori ini adalah tingkatan pelayanan Electronic Government yang
paling mudah. Kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah
sumber daya yang besar dan beragam. Ciri utama dari kategori publish ini
yaitu: (a) adanya komunikasi satu arah, (b) bersifat pasif, (c) kanal akses yang
digunakan adalah komputer/telephone/mobilephone melalui medium internet,
dan (d) User (Pengguna) dapat melakukan browsing (jelajah) terhadap data
yang dibutuhkan. Kategori publish ini dapat diaplikasikan ke dalam beberapa
bentuk, misalnya masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk
perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh
lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Bentuk aplikasi lainnya yaitu
para pengusaha dapat mengetahui syarat mendirikan suatu perusahaan
sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, dan bagaimana prosedur
pendirian harus dilaksanakan.

2. Interact

Ketegori interact ini merupakan tingkat pelayanan Electronic Government
pada tataran menengah yang ditandai dengan adanya interaksi yang bersifat
timbal balik. Ciri utama dari tingkatan pelayanan ini bisa dilihat dari dua hal.
Pertama, adanya komunikasi dua arah. Kedua, terdapat dua jenis aplikasi yang
digunakan, yaitu: (a) bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas
searching (alat pencari alamat) bagi mereka yang menginginkan mencari data
atau informasi secara spesifik, dan (b) pemerintah menyediakan kanal dimana
masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang
berkepentingan, baik secara langsung (Chatting, Voice over Internet protocol
(Voip), tele-conference, web-tv, dan sebagainya). Bentuk-bentuk aplikasi
penggunaan Electronic Government yang termasuk dalam kategori interact
contohnya yaitu sebuah departemen sebagai bagian dalam pemerintahan dapat
melakukan wawancara melaui chatting atau e-mail dalam proses rekrutmen
pegawai baru. Contoh lain dari kategori ini yaitu perusahaan swasta dapat
menjajaki kemungkinan untuk berinvestasi dengan adanya tanya jawab melalui

Tele-conference melaui Voip mengenai tender.
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3. Transact

Sebagaimana dengan kategori interact, pada kategori transact juga terjadi
hubungan timbal balik, dengan adanya penggunaan uang dalam mekanisme
transaksi tersebut. Ciri utama dari tingkatan pelayanan pada kategori transact
ini yang pasti adalah adanya interaksi dua arah, dimana transaksi yang
dilakukan berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepada pihak
lainnya. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang telah diberikan
pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi Electronic Government yang
tergolong pada kategori transact salah satunya dapat ditemukan pada
pembuatan dokumen kependudukan. Masyarakat dapat mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan administrasi
kepemerintahan (misal: Pembayaran pajak, SIM, KTP, Akta Tanah, Surat
Tanda daftar perusahaan, dsb) melalui fasilitas internet. Contoh lain yaitu pada
kegiatan jual beli online, para praktisi bisnis dapat menjual ataupun membeli
segala komoditas melalui internet (misal: sepatu, buku, kaos, penganan, suku

bunga berjangka, dan lain-lain).

2.6  Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
pemerintahannya sendiri, pada pasal 1 ayat 1 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Jadi dapat diketahui bahwa desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan hak

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat, termasuk dalam

hal pengelolaan keuangannya.
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2.6.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Prajudi dalam Adisasmita (2011:21) mengatakan bahwa
pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya
yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja
tertentu. Selanjutnya Soekanto dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan
bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang
dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai
dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Hamalik, O dalam Adisasmita

(2011:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana

manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya

melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang
meliputi  fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara
sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko

dalam Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1)

pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan,

proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan
perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik
akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Lembaga Administrasi Negara dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan
pengertian perencanaan sebagai berikut:

a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu.

b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan

penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
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c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-
perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur
penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik
Indoensia dalam Adisasmita (2011:23) merumuskan unsur-unsur perencanaan
sebagai berikut:

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak
dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki
masyarakat yang bersangkutan.

b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-
tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan
merupakan proses mempersiapkan suatu rencana sebagai pedoman untuk
melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam Adisasmita (2011:24)
mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam
bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu
tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
Adisasmita (2011:24) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu
dalam arti yang dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan
sesuatu yang dikehendaki dan pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai,
tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan
keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Menurut Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia dalam Adisasmita (2011:24) merumuskan pengertian
pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota
organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Lebih lanjut Westra, dkk dalam Adisasmita (2011:24) mengemukakan
pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan
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melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang pelaksanaan yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk
tindakan dari apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati sebelumnya.

3. Pengawasan

Menurut Handoko dalam Adisasmita (2011:25) pengawasan adalah
penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan
suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari
rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Dalam fungsi pengawasan terdapat
tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan
penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan
diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan
sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Firman B. Aji dan Martin Sirait dalam Adisasmita (2011:25)
mengemukakan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari siklus manajemen
karena dalam laporan terdapat segala atau gambaran tentang rencana yang telah
dilaksanakan hingga dapat dilaksanakan dan berhasil dilaksanakannya. Dengan
melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin
berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan dana yang merugikan
pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal
mungkin. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan
merupakan penilaian kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan perencanaan

yang telah dibuat.
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2.6.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut (Nurcholis, 2011:81). Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa:

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak

dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan

pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.”

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
mendorong desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik
dengan memberikan perluasan pada sumber-sumber keuangan desa untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas
masyarakat melalui pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan

infrastruktur desa yang memadai.

2.6.3 Sumber Keuangan Desa
Dengan diterapkannya Undang-Undang Desa berimplikasi pada perluasan
sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa. Menurut Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 9,
pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa):
1. Hasil usaha, berupa hasil Bumdes dan tanah kas desa.
2. Hasil aset, berupa tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, berupa tenaga, barang yang dinilai
dengan uang.

4. Lain-lain pendapatan asli desa, berupa hasil pungutan desa.
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b. Transfer:
1. Dana Desa (DD);
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
c. Pendapatan Lain-Lain:
1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan diterimanya sumber pendapatan desa yang telah dijabarkan
tersebut, pendapatan desa digunakan sebagai roda penggerak penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan,
pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur desa yang memadai. Dari
beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh desa, Dana Desa (DD) dan
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan yang relatif lebih

besar.

2.6.4 Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
tujuan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan
berkeadilan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer
kepada Kabupaten/Kota dan untuk pembagian masing-masing desa tidaklah sama.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari APBN pada bab 3 pasal 12, pengalokasian Dana Desa (DD) pada
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setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dijabarkan sebagai berikut:

a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;

b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan

c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi Setiap Desa di
Kabupaten Banyuwangi, Dana Desa (DD) disalurkan secara bertahap pada
anggaran berjalan dengan ketentuan:

a. Tahap | pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen). Penyaluran Dana
Desa tahap satu dilakukan setelah bupati menerima APBDes, laporan
penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa melalui
camat, serta rencana penggunaan dana yang bersumber dari dana desa untuk
tahun anggaran berjalan.

b. Tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran
pada tahap kedua dilakukan setelah bupati menerima laporan realisasi
penggunaan Dana Desa tahap | dengan penggunaan minimum 50% (lima puluh
persen), jika kepala desa terlambat menyampaikan laporan realisasi maka
bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya

laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2.6.5 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan
pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak
Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima
oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi
dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus”.
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Untuk penyaluran besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa
diatur dalam Peraturan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota. Penyaluran
besaran ADD pada setiap desa di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata
Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD
Kabupaten Banyuwangi pada bab 3 pasal 5. Penghitungan besarnya Alokasi Dana
Desa pada setiap desa ditentukan berdasarkan indikator jumlah aparatur
pemerintah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, dan luas wilayah desa
yang dijabarkan sebagai berikut:

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk aparatur pemerintah desa;

b. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk indikator jumlah penduduk desa;

c. 35% (tiga puluh per seratus) untuk indikator angka kemiskinan;

d. 15% (lima belas per seratus) untuk indikator luas wilayah.

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang
Bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, pencairan Alokasi Dana Desa
(ADD) dilaksanakan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap | sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa yang
dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas
rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.

b. Tahap Il direalisasikan apabila kepala desa telah menyampaikan laporan
realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah

direalisasikan pada tahun berjalan.

2.6.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab 1 pasal 1, disebutkan
bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan desa

mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai Januari sampai
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dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa
dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 ayat 2, Kepala Desa mempunyai
kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menetapkan PTPKD;
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa dan
perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dan penanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang
kas desa adalah bendahara desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada
pasal 5 ayat 2, Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa
dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesg;
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.
Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa pasal 7 ayat 2 mempunyai tugas menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan
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penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

2.7 Electronic Village Budgeting

Electronic Village Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan
desa berbasis Electronic Government yang dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) pada tahun 2014, dan mulai resmi digunakan oleh seluruh desa di
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 dengan terbitnya Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Banyuwangi. Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi
pada bab 1 pasal 1 Electronic Village Budgeting diartikan sebagai suatu sistem
aplikasi teknologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan
desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang
dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa.

Menurut Manual Ringkas Pengisian Penatausahaan Electronic Village
Budgeting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran
2015, dalam aplikasi Electronic Village Budgeting pengaturan hak akses
pengguna terhadap menu-menu dan data-data yang tersedia disesuaikan dengan
hak akses sesuai dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan operasional,
penentuan hak akses dilakukan dengan mengelompokkan pengguna kedalam grup
tertentu. Pada prinsipnya penentuan hak akses dilakukan dengan
mengelompokkan pengguna kedalam grup-grup tertentu dan pengaturan hak akses
akan dilakukan terhadap grup yang bersangkutan sesuai dengan tingkat
kewenangan dan kebutuhan operasional. Hak akses pengguna dibedakan menjadi
3 jenis, yaitu:

a. Hak untuk baca dan tulis (RW - Read and Write)
b. Hak untuk baca (R - Read only)
c. Tidak mempunyai hak akses (NA)
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Grup pengguna aplikasi Electronic Village Budgeting diklasifikasikan
sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Grup Administrator, adalah grup untuk para administrator aplikasi,
kewenangan grup administrator mencakup ke semua fitur yang ada, dan juga
terhadap pendaftaran pengguna manajemen aplikasi lainnya.

2. Grup Eksekutif, adalah grup untuk para pengambil keputusan
(eksekutif/manajerial) yang terkait dengan data yang sifatnya ringkasan
(summary) atau juga berupa agregat dari gabungan data yang diperlukan oleh
para pengambil keputusan (eksekutif). Data disajikan dalam bentuk rekap atau
berupa grafik.

3. Grup Operator RKA, adalah grup yang mengisikan laporan keuangan ke e-
Village Budgeting dari pihak desa yang terkait.

Melalui sistem ini ke depan diharapkan dapat mensinergikan keuangan dan
pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan.
Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis website ini dapat
memberikan perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan
anggarannya bisa transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sistem ini memangkas
mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Selain itu,
penggunaan sistem online ini jJuga mampu melindungi anggaran desa dari oknum-
oknum penjabat desa yang kurang bertanggungjawab karena melalui sistem ini
pencairan anggaran akan lebih terkontrol, setiap anggaran yang turun dapat
langsung disinkronkan, sehingga antara kegiatan yang ada dapat lebih tersusun

rapi dan sesuai dengan rencana dan anggarannya.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Good Governance Pengelolaan

Keuangan Desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo

Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Kerangka konseptual diharapkan

dapat memberi jalan bagi proses pemikiran penelitian ini sehingga mampu

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Berikut digambarkan kerangka

konseptual penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti:

Electronic

Good Governance

1. Transparansi
2. Akuntabilitas

Government

(Instruksi Presiden
No. 3 Tahun 2003)
Pemanfaatan E-
Government akan

meningkatkan
Efisiensi
Efektivitas
Transparansi
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan

o pne

3. Efektivitas
dan Efisiensi

!

Pengelolaan

Keuangan Desa

Electronic

Village Budgeting

!

(Perbup Banyuwangi
No. 15 Tahun 2015)
1. Perencanaan

2. Penatausahaan
3. Pelaporan

(Permendagri No. 113
Tahun 2014)
Pengelolaan Keuangan

Desa
Perencanaan

Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan
Pertanggungjawaban

a bk~ owneE

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metode adalah suatu prosedur atau
cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis,
sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian mempelajari peraturan-peraturan
suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam
mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan
Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah berarti sebuah usaha atau
cara yang sahih dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode
penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang
menjadi rumusan masalah, maka dari itu metode penelitian merupakan suatu hal
yang penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu hasil dari penelitian
bergantung dari metode yang digunakan dalam menjawab setiap permasalahan
yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
komponen dalam metode penelitian yang diperlukan yaitu:

a. Jenis penelitian

b. Tempat dan waktu penelitian

c. Desain Penelitian

d. Teknik dan alat pengumpulan data
e. Teknik menguji keabsahan data

f. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang
telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian
ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Silalahi
(2012:38) penelitian kualitatif merupakan penelitian kecenderungan untuk
meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan
kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan menurut Idrus
(2009:24) penelitian yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran

secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Berdasarkan definisi
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tersebut, penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2016.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan
kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Sehingga tempat penelitian merupakan
lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan memperoleh data serta informasi.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi. Menurut Sugiyono (2014:25-26) menyatakan jangka waktu
penelitian dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika
ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan
bergantung pada keberadaan sumber data, interest, dan tujuan penelitian serta
tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang
digunakan. Oleh karena itu, waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga

bulan (Juni-Agustus).

33 Desain Penelitian

Desain dari penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Moleong
(2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif
adalah sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analis, penafsir data,
dan pelapor penelitian. Berdasarkaan pernyataan tersebut, peneliti menetapkan

fokus penelitian dan memilih informan sebagai sumber data sebagai berikut:

3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak
meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. Dengan
kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas

cakupanya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.
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Menurut Idrus (2009:42) peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan
penelitian yang akan ditelitinya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang
fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan fokus
penelitian pada tiga karakteristik Good Governance vyaitu transparansi,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting pada tahap perencanaan, penatausahaan dan
pelaporan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada
tahun 2016.

3.3.2 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah

data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun sumber data kualitatif yang

digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi

(2012:289) sebagai berikut:

a. Data Primer, merupakan dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang
disebut “first hand information”. Sehingga data primer adalah data yang
diperoleh penulis secara langsung terkait Good Governance pengelolaan
keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan
data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap
beberapa narasumber:

Tabel 3.1 Data Primer Penelitian

No. Sumber Data Data Primer yang Diperoleh
1. Ibu Ida Fauziah - Gambaran umum Electronic Village
Budgeting

- Tugas dan wewenang DPMD dalam
pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting

- Proses pencairan DD dan ADD di
Kabupaten Banyuwangi
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4.

5.

Bapak Mansur

Bapak Mu’anam

Bapak Agung
Prabowo, S.Pd

Bapak Sugianto

Dampak penggunaan Electronic Village
Budgeting di Kabupaten Banyuwangi
Kendala penggunaan Electronic Village
Budgeting di Kabupaten Banyuwangi
Tugas dan wewenang pihak Kecamatan
dalam pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting
Syarat-syarat perencanaan dan
pelaporan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting
Pandangan pengelolaan keuangan desa
di Desa Tegalrejo

Awal mula penggunaan Electronic
Village Budgeting di Desa Tegalrejo
Tugas dan wewenang Kepala Desa
dalam pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting
Tugas dan wewenang Sekretaris Desa
dalam pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting
Proses pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting di
Desa Tegalrejo

Transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting
Efektivitas dan efisiensi pengelolaan
keuangan desa melalui Electronic
Village Budgeting

Kelebihan dan kendala penggunaan
Electronic Village Budgeting

Tugas dan wewenang Bendahara Desa
dalam pengelolaan keuangan desa
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melalui Electronic Village Budgeting

- Proses pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting di
Desa Tegalrejo

- Transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting

- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan
keuangan desa melalui Electronic
Village Budgeting

- Kelebihan dan kendala penggunaan

Electronic Village Budgeting

6. Bapak Jumianto Tugas dan wewenang BPD dalam
pengelolaan keuangan desa
- Pandangan BPD mengenai pengelolaan

keuangan desa di Desa Tegalrejo

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari
sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.
Sehingga data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung terkait Good Governance pengelolaan keuangan desa melalui
Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari
Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Berikut merupakan data sekunder yang
diperoleh selama proses penelitian:
Tabel 3.2 Data Sekunder Penelitian

No. Sumber Data Data Sekunder yang Diperoleh
1. Dinas PMD Kabupaten - Penetapan lokasi dan besaran DD dan
Banyuwangi ADD tahun 2016 di Kabupaten
Banyuwangi
- Manual Ringkas Penggunaan

Electronic  Village Budgeting di
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Kabupaten Banyuwangi tahun 2014

dan 2015

Profil Desa Tegalrejo

- APBDes Tegalrejo tahun 2016

- Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDes Tegalrejo tahun 2016

- Laporan Realisasi Penggunaan DD
dan ADD Tegalrejo tahun 2016

- Laporan Pertanggungjawaban

2. Pemerintah Desa Tegalrejo

Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun
2016

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

3.3.3 Penentuan Informan Penelitian
Dalam penelitian, penentuan informan berperan penting agar data yang
didapatkan benar-benar valid. Sehingga penulis harus menggunakan cara yang
tepat untuk menentukan informan. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221)
seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi Kriteria sebagai berikut:
a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi,
sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati;

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan
yang sedang diteliti;

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;

d. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu
mengendalikan sifat subyektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan
dengan teknik purposive sampling. Menurut Afrizal (2015:140) purposive
sampling adalah mekanisme disengaja dimana sebelum melakukan penelitian para
peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan
dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah
dijelaskan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi

kriteria dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai
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Good Governance pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village
Budgeting di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi pada
tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No. Informan Jabatan Keterangan

2. Bapak Mansur Staff Pemberdayaan Sebagai pembina  dan
Masyarakat Desa pengawas yang bertugas
Kecamatan Tegalsari ~ memverifikasi dan

mengevaluasi pengelolaan
keuangan desa di Desa

Tegalrejo

4. Bapak Agung Sekretaris Desa Sebagai koordinator
Prabowo, S.Pd Tegalrejo pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa dan
penanggung jawab kepada
Kepala Desa Tegalrejo
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desa dan pengeluaran
pendapatan desa di Desa

Tegalrejo
6. Bapak Jumianto Wakil Ketua BPD Sebagai pengawas dalam
Desa Tegalrejo penggunaan keuangan

desa di Desa Tegalrejo

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

34 Teknik dan Alat Perolehan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara
telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau
pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam,
alat ukur, draft wawancara atau alat elektronik dan sebagainya. Dalam penelitian
ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:226) mengklasifikasi
observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-
terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti
menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini,
peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam
rangka penelitian. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah kamera
untuk mendokumentasikan observasi.
b. Wawancara
Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode
pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan
terorganisasi yang dilakuan oleh penulis sebagai pewawancara (interviewer)
dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang
diwawancarai (interviewer) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait
masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat
penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan

data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang
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diteliti, data yang diperolen dari wawancara berupa penjelasan mendalam
terkait masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan wawancara membutuhkan alat
bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara
seperti draft wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk
dokumentasi proses dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu lda Fauziah selaku Kasi Keuangan dan Aset Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi di
Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

2. Wawancara dengan Bapak Mansur selaku Staff Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kecamatan Tegalsari di Kantor Kecamatan Tegalsari.

3. Wawancara dengan Bapak Mu’anam selaku Kepala Desa Tegalrejo di Balai
Desa Tegalrejo.

4. Wawancara dengan Bapak Agung Prabowo selaku Sekretaris Desa
Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.

5. Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Bendahara Desa Tegalrejo di
Balai Desa Tegalrejo.

6. Wawancara dengan Bapak Jumianto selaku Wakil Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Tegalrejo di Balai Desa Tegalrejo.

. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik
untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang
diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder.

Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian

ini adalah semua dokumen terkait transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan

efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa melalui Electronic Village

Budgeting di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 serta peraturan perundangan

yang ada. Berikut data yang diambil dengan teknik dokumentasi:

1. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Banyuwangi
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2. Penetapan lokasi dan besaran DD dan ADD tahun 2016 di Kabupaten
Banyuwangi

3. Manual Ringkas Penggunaan Electronic Village Budgeting tahun 2014 dan

2015

Profil Desa Tegalrejo

Peraturan Desa tentang APBDes Tegalrejo tahun 2016

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo tahun 2016

Laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tegalrejo tahun 2016

L N o g B

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo
tahun 2016
9. Screen Capture proses pengelolaan keuangan desa melalui Electronic

Village Budgeting di Desa Tegalrejo

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan
dari penelitian kualitatif. Karena keabsahan data merupakan alat untuk
membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkaitan dengan
tahap akhir dalam menguji kevaliditasan data apakah data yang diperoleh
menunjukkan fakta-fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2014:320),
pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif
tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Peneliti
menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Menurut
Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data
menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode,
dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap
data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332)
sebagai berikut:
1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

dilakukan.
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Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data dengan
cara mencocokan hasil data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan
adalah mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan
dengan data yang diperoleh informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara
dengan hasil dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini Teknik triangulasi
yang digunakan yaitu berdasarkan sumber dan teknik. Dimana menurut Sugiyono
(2017:258-259) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data
yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara menurut
beberapa informan. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data
yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan
teknik yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mengecek data dari hasil wawancara

dengan informan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh.

3.6  Teknik Penyajian dan Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) mengemukakan
bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk
siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-
menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Proses siklus analisis data kualitatif
ini berlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga
sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan
yang mendalam terkait masalah yang diteliti.
a. Reduksi Data
Setelah memperoleh data dilapangan, data terkadang tidak dapat diprediksi
seberapa banyak jumlahnya. Sehingga diperlukan proses pencatatan secara
teliti dan rinci dengan mereduksi data. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi
data adalah bentuk analisis data dengan menyederhanakan, mengabstraksikan,
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-
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kesimpulan atas data yang direduksi tersebut. Pada tahap ini peneliti
mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan, pengelompokan
tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini.
. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah proses penyajian data.
Menurut Silalahi (2012:340) penyajian data merupakan kegiatan dalam proses
analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga
peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas
data yang disajikan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart, dan sebagainya. Penyajian data dari hasil penelitian ini terletak pada
BAB 4, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teks
naratif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan
hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian.
. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Silalahi (2012:341) pada saat
peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut sudah mulai
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk
menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci
namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan
lebih lengkapnya peneliti cantumkan pada BAB 5. Hasil dari kesimpulan

tersebut merupakan jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.
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Bupati melalui pihak Kecamatan dengan melampirkan bukti belanja.
Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawabkan yang
dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk media informasi yaitu berupa
papan informasi (banner) dan juga melalui E-Monitoring System, serta
dilakukan sosialisasi pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa kepada
masyarakat melalui BPD.

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Electronic
Village Budgeting yang dilakukan oleh Desa Tegalrejo adalah dari segi
efektivitas dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaan
dapat selesai tepat waktu, mempersempit terjadinya kesalahan dalam
penyusunan dokumen laporan realisasi, serta penggunaan anggaran desa lebih
terkontrol dan tepat guna. Dari aspek efisiensi pengelolaan keuangan desa
melalui Electronic Village Budgeting, Pemerintah Desa dalam mengelola
keuangan desa lebih mudah karena terintegrasi mulai dari perencanaan sampai

pelaporan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Good Governance pengelolaan

keuangan desa melalui Electronic Village Budgeting di Desa Tegalrejo tahun

anggaran 2016, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1.

Seharusnya dalam penggunaan Electronic Village Budgeting Pemerintah
Kabupaten juga memberikan hak akes kepada masyarakat untuk dapat melihat
dan membaca terkait laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan
adanya hal tersebut, nantinya dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas kepada publik.

. Karena terkoneksi melalui jaringan internet, seharusnya Pemerintah Kabupaten

menambah kapasitas kecepatan akses internet untuk setiap desa sebagai upaya

meminimalisir terjadinya gangguan penggunaan Electronic Village Budgeting.
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IV. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Banyuwangi;

: 1.

Undang-Undang Nomor © Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Betanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daecrah
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

L.

>

o

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
kenangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
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13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

16.Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi kenangan untuk menatausahakan keuangan desa.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang
masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening
kas desa.

20.Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

21.Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan
belanja desa.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disingkat SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

24. Elektronic Village Budgeting yang selanjutanya disebut EVB adalah sistem
aplikasi tehnologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan
desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang
dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

(1) Keuanpgan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

()

@

1

{2

1

—

2

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

menetapkan PTPKD;

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
PTPKD.

Bop TP

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur
Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal S5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak
selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keunangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huruf b bertindak

sebapai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan;
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d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh
stal pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima,
menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
STUKTUR APBDesa
Pasal 8
(1) APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

{2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatn
Pendapatan
Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri
atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan
¢. Pendapatan Lain-Lain.
(3) !{cl_ompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas
jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
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c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil
Bumdes, tanah kas desa.

(S) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan
perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran
serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

{2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan ¢ dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh
perseratus).

(4] Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2)
huruf ¢, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari
pihak ketiga.

{2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa
Pasal 12
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
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digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2.operasional Pemerintah Desa;

3.tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4, insentil rukun tetangga dan rukun warga.

¢. Dalam hal kemampuan keuangan desa belum memenuhi untuk mengalokasikan
anggaran belanja desa sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
belanja desa dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi
semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

(1

—

2

-

Pasal 14

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b,
terdini atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

¢. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
¢. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

{2

—

Pasal 15

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

{3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
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(1)

@

(1)

(2

dibayarkan setiap bulan.

Pasal 16

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf
b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} antara lain:
. alat tulis kantor;

. benda pos;

bahan /material;

. pemeliharaan;

. cetak/penggandaan;

sewa kantor desa;

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
.makanan dan minuman rapat;

pakaian dinas dan atributnya;

j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

1. honorarium narasumber/ahli;

= T S L I - M o B~

m. operasional Pemerintah Desa;

n. operasional BPD;

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat
desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 17

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

Dalam keadaan darurat danj/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa
dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat danfatau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan
bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan liar biasa sebagaimana ayat (3] ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 19

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

{2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
¢. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan
yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan,

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.

Pasal 20

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf
b, terdiri dari:
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a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan
dengan peraturan desa.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari penyisthan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala
Desa.

Bagian Keempat
Kode Rekening Penganggaran
Pasal 21

(1) Setiap pengalokasian anggaran yang tercantum didalam APBDesa
mengpunakan kode rekening yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

(2) Kode rekening sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi
kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan
kode akun pembiayaan.

(3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam
APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut
dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.

(4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan
menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut
dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

Pasgal 22

Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekeéning pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini,
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BABV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 23

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa.

{3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
dibahas dan disepakati bersama.

{4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 24

(1) Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 23 ayat (1), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) ;

{2) RKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing bidang kegiatan, serta rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian
obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 25

(1) Rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2)
memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pendapatan;

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat
rincian kelompok, kegiatan dan rincian jenis belanja;

(3) Rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2)
memuat rincian kelompok dan rincian jeénis anggaran pembiayaan.

Pasal 26

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi.

{2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wakiu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) har kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
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(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan
pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam hal RAPBDesa telah diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan
diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan
menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan
APBDesa dimaksud.

(2) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Camat
atau pejabat/staf pada kantor kecamatan yang dinilai mampu untuk melakukan
verifikasi DPA.

{3) Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan kesesuaian
dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

{(4) Hasil verifikasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk
menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan untuk
melaksanakan kegiatannya.

Pasal 28

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang AFPBDesa menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan
Bupati atas usul Camat.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

{3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud,

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 29

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

{2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 30

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain
yang ditetapkan dalam peraturan desa.
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{2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
paling banyak 30% dari belanja barang jasa penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 31

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk
belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran
Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan
harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

{2) Rencana Anggaran Biaya secbagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh
Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan didesa.

Pasal 33

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 34
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPF);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
¢. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 35

{1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana
kegiatan;
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b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum
dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat {2} selanjutnya
bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 36

Bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dilaksananakan sesuai dengan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 38
{1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebhabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA} tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan danj/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran,

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa.

Pasal 39

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur
dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

{2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan
kepada BPD.
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Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 40
(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
disampaikan seétiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c¢. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 42

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati berupa:

a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
laporan realisasi APBDesa.

{3} Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 43
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan;

b.format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke
desa.

Pasal 44

Laporan Pertangpungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 45

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 46

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada
semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah sebagimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

{1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan
untuk menggunakan program aplikasi yang dibangung oleh Pemerintah
Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan
pembangunan system aplikasi dimaksud.
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(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village
Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi;

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk pembinaan
teknis administrasi dan fisik di desa;

{(4) Pembinaan dan Pengawasan scbagaimana ayat (2} dilakukan dalam penyaluran
Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari
Kabupaten kepada Desa.

Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2015
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ted.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 15
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V. i
Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten

Banyuwangi tahun 2016

I/
1; ki

1LPATI H/\N‘/UWANUI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGJ
NOMOR: lxs/qg/;(p;pmgg,ol 172016
TENTANG DAR!
i de MBER
VNETAVAN LOKAST DAN BESARAN DANA DESA YANC pERSU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAR‘}:
BAGT SETIAP DESA 1] KABUPATEN BANYUWANG
TAHUN ANGGARAN 20106
¢
BUPATI BANYUWANGI, pemerintah
Menimbang ¢ babiwae berdasarkian, ketentuan pasal 3 Pcmwls:rsum\wr dari
Nomoe 60 Tahiun 2014 1entang pPana Des2 yong dan Pcr:uuran
Anpggarnn  Pendapatan dun  Belanja Negaré tang pedoman
Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tabun 015 'Sn a Desa yang
Teknis Dun Tat Cara Penclapan Bcsara?acla?'t?a Negara bagi
ndapatan Dan ana telah

Bersumber Dari Anggaran Pe : 5

Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi S?baga-‘m H Tahun

diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor tivipas
2015, dan puna meningkatkan kelancaranl dan cfekll lq

penyelenggaraan pemerintahan  desa dan crqbprdf{ygf n

masyarakal serta sebagai stimulus peningkatan partisipasi an

swadaya gotong royong masyarakat, etapkarn lokasi

dan besaran dana desa yang bersumber dari Anggaran

r Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anpgaran 2016 dengan Keputusan Bupall.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangari;

mor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
sebagaimana telah diubah dua kali
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undgng-Undang Nomor 6 Tahun
scbagaimana telah diubah dengan

2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Merigginpt
2. Undang-Undang No

4. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah,
terakhir dengan Undang-

5.
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eang Pt
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Peraturan Pemerintah Namor 60 T Ahun 201 apatan dan
Desa vang Bersumber darl Anggara?
Belama Negara;

2000
a un -~
19 Tﬂh Dat‘mh

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor "
e

i .y nngﬂﬂ
‘entang  Pedoman  Pengelolaan .}“u.ngnn peraty
sebagdimana telah diubah dud kahaodl‘l-

vienter: Dalam Negeri Nomor 21 Tahun =2 | it 2014

.[‘

Perattran Menter Dalam Negeri Nomer -

tentang P S8 i Dess:
£ Pedoman Teknis Peraturan i 13 Tahun 2014

T8 Do 3
i0. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor .
ientang Pengelolaan Keuangan Desa:

U-f’emtursn Menteri Dalam Negeri-NO
entang Pedoman Pembangunan Desd 10 Tahun

12. Peraturan Dacrah Kabupaten lenvu\vm"!"-i Non;.o"_q paerah
W13 tentang Angguran Pcndupf{(a“ dan BL e
Rabupaten Banyuwangi Tahun Angearan 20725 2015

13 Peraturan Bupati Bunyuwangi Nemer RE Tahur:iﬂ—d‘m
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
[;‘u;ll.m_x.x Daerah Kabupaten Bun_\'u\\‘ﬂ"gi
=U10;

01+

5

ior: 114 TaIRS

Peraturan Bupati Banyuwangi  Nomor 49 Tammscranj:\
wentang Penjabaran Anggaran Pendapatant danOl("J'
Dacrah Rabupaten Banyuwangi Talhun Anggaran 2005

Peraturan  Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Bc§aran
Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyiwangl.

1

o

MEMUTUSKAN:

KNEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKAS!I DAN
£SARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016,

\enetapkan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang Bersumber
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa
di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terprisahkan dari keputusan ini.

Scgala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan
peldksanaan  Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Dana transfer

Pemenntah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
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LAMPIRAN Kl'”’l.l’l'”:‘./\N UIPATT TIANY LIV AT
NUM()I\' IO ISP A 0 1/ 200
TANGGAL - M 201
PAFTAR LOKASIT bAn N )i
ANGOGARAN PENDAp EBARAN DANA DISSA YANG ISR T n/\';\l

DI KABUPA P NA;,\

AN BILANJA NISGARA BAGEGITIAT DI
YUWANCGH TAIIUN ANGOARAN 2010

<N - BESARAN DANA
1 x Numa Desa n]r,z!;l\ (Rp.)
L mks— ~ 3.
2 (PE SARONG 791,196,000
3 IIE?.::IP::(C}':RR:: PESANG(/‘-\/TR/\N ¥ "_"_’7" 'I": ‘(':(':(:
? _[PESANGGA SUMBERAGUNG e B (
S__|PEsang AN KANDANGAN /1938000
= o GARAN SUMwMULYO 689,348,000
T e REJO SUKOREJO (:90.099.000
———""GOREJo @Jo 759.799.000
=N BANGORE,jo TEMUREJO #29.263.000
—>__[BANGOREG BANGORDIO 686.843.000
2 _|BANGORRJO [KEBONDALEM 736.626.000
L—%mmmuwo 724,510,000
ﬁ& BANGOREJO RINGINTELU $89.648.000
|13 |PURWOHARIO  |GRAJAGAN 826.931.000
14 |PURWOHARJO SUMBERASRI 731.625.000
15 [PURWOHARJO GLAGAHAGUNG 701.201.000
16 (PURWOHARJO SIDOREJO 714.798.000
17 [PURWOHARJO PURWOHARJO 685.,730.000
18 |PURWOHARJO BULUREJO 720.355.000
19 [PURWOHARJO KRADENAN 705.873.000
20 |PURWOHARJO KARETAN 643.802.000
21 |TEGALDLIMO PURWOASRI 654.327.000
22 |TEGALDLIMO KENDALREJO 663.364.000
23 |TEGALDLIMO KEDUNGASRI 678.870.000
24 |TEGALDLIMO KEDUNGWUNGU 675.149.000
25 |TEGALDLIMO TEGALDLIMO 695.045.000
26 [TEGALDLIMO _ _[WRINGINPITU_ | 703.756,000



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

------- R R T it e
KEDUNGGEBANG | 3or—=——

PURWOAGURG — 0|

KALIPAIT . ﬁ

SUMBER BERAS | 757833 orec

KEDUNGRE.JO \ 917,740,000

‘ TEMBOKREJO | 955.32¢ 505 |
33 |MUNCAR SUMBERSEWU | 573612 000
34 |[MUNCAR BLAMBANGAN l 692 .750.000 |
35 |MUNCAR TAPANREJO l 712,213.000 |
36 JMUNCAR WRINGINPUTIH L 745.700.000
37 |MUNCAR TAMBAKREJO | 634.454.000 |
38 |MUNCAR KEDUNGRINGIN | 730.465.000 |
39 |MUNCAR KUMENDUNG | 680.582.000 |
40 |CLURING PLAMPANGREJO l 705.502.000 |
41 |CLURING TAMPO | 706.012.000 |
42 |CLURING SEMBULUNG 738.2656.000 |
43 |CLURING CLURING 738.240.000 |
44 |CLURING BENCULUK 755.162.000
45 |CLURING SRATEN 702.840.000 |
46 |CLURING TAMANAGUNG 718.812.000 |
47 |CLURING SARIMULYO | 663.053.000 |
48 |CLURING KALIPLOSO 669.022.000 |
49 |GAMBIRAN PURWODADI 692.351.000 |
50 |GAMBIRAN JAJAG | 752.924.000
51 |GAMBIRAN GAMBIRAN 778.047.000
52 |GAMBIRAN YOSOMULYO 727.280.000
53 |GAMBIRAN WRINGINREJO 674.143.000
54 |GAMBIRAN WRINGINAGUNG 682.724.000
55 |SRONO BAGOREJO 713.339.000
56 |SRONO WONOSOBO 732.924.000
57 |SRONO SUKONATAR 657.986.000
58 |SRONO KEBAMAN 701.793.000
59 [SRONO SUMBERSARI 750.512.000
60 |[SRONO PARIJATAH WETAN 710.028.000
|61 _[SRONO_ . {PARIJATAHKULON __ | 719.248.000 |
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[ o3 ISRONO  imunDUNGAN 704 405 000 |
f- oo f=SuNG =ukoMATL RCEIRAC
o8 _JOENTENG  [keminaran _BTR:5R0 000
S0 TERY QENTENGWITAN BHB 40T 000 |
T L e
o4 m‘— [ ?‘,l‘zlj\ll" e 7’1‘ ]' ()f:"o 000 |
= \‘-LI-ZNA'\ Ol‘\‘l-‘ 'lx.ltl,lc.()Nl.)n =~ (‘)m r,uuﬂ
1 |GLENMORE OALBARIDY —719.762.000
= GLI"NMOR}:‘ SEPANJANG e 525 D00
== = - KARANGHARJO = —
Lo GLENMORE TULUNGRIEJO KR0.519.000
:: GLENMORE SUMBERGONDO 714.645.000
LO GLENMORE BUMIHARJO 821.461.000
76 |GLENMORE MARGOMULYO 673.978.000
77_|KALIBARU KALIBARUKULON 711.440.000
78 |KALIBARU KALIBARUMANIS 756.978.000
79 |KALIBARU KALIBARUWIETAN 783.838.000
80 |KALIBARU KAJAR HARJO 7490.966.000
81 |KALIBARU BANYUANYAR 727.318.000
82 |[KALIBARU KEBONREJO 783.972.000
83 |SINGOJURUH GAMBOR 657.459.000
84 |[SINGOJURUH ALASMALANG 660.272.000
85 [SINGOJURUH BENELAN KIDUL 685.457.000
86 |SINGOJURUH LEMAHBANGKULON 645.096.000
87 |SINGOJURUH SINGOJURUH 698.910.000
88 [SINGOJURUH GUMIRIH 683.253.000
89 |SINGOJURUH CANTUK 675.003.000
90 |[SINGOJURUH PADANG 678.005.000
91 |[SINGOJURUH SINGOLATREN 667.535.000
92 |SINGOJURUH KEMIRI 687.456.000
93 |SINGOJURUH SUMBERBARU 676.244.000
94 |ROGOJAMPI ALIYAN 722.741.000
95 |ROGOJAMPI MANGIR 6549.701.000 |
|26 _[ROGOIAMEL i KALIGUNG | _.] 673,140.000
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JAMDP] GLADAG (_)(\‘J‘)'_'_‘_'(‘"_i_
GO, — 41.514.00
102 ROGOj,/:hI:[E PMAHBANGDEWD Z;;];_am.nno
103 |IROGOJAMP] —OTAN 606.635.000
104 |ROGOJAMPI — 702.587.000
% honcm BLIMBINGSARI | o= 678000
1 KARANGBENDO I —
106 |ROGOJAMP] ROGOJAMPI | 686.020.000
107 |ROGOIAMPI PENGATIGAN 664.578.000
108 |ROGOJAMPI WATUKEBO 765.426.000
109 |ROGOJAMPI KARANGREJO (561.214.(%&1
110 |ROGOJAMPI PATOMAN 663.950.000
111 [ROGOJAMPI KEDALEMAN 668.828.000
112 |KABAT BARENG 644.052.000 |
113 |KABAT BUNDER 672.309.000
114 |KABAT GOMBOLIRANG 650.277.000
115 |KABAT BENELANLOR 653.317.000
116 |KABAT LABANASEM 653.556.000
117 |KABAT PAKISTAJI 684.706.000
118 |KABAT BADEAN 743.547.000
119 |KABAT SUKOJATI 670.338.000
120 |KABAT PONDOKNONGKO 696.238.000
121 |KABAT DADAPAN 700.889.000
122 |KABAT KEDAYUNAN 681.834.000
123 |KABAT KABAT 679.865.000
124 |KABAT MACANPUTIH 693.509.000
125 |KABAT TAMBONG 655.714.000
126 |KABAT PENDARUNGAN 647.178.000
127 |KABAT KALIREJO 656.957.000
128 |GLAGAH REJOSARI 661.194.000
129 |GLAGAH KEMIREN 629.556.000
130 |GLAGAH OLEHSARI 639.577.000
| 131 |GLAGAH | CLAGH oo N OERERRORE
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e KIBN.C) r,f;e;,i;fffﬁ,{(zj

o6 |G KAMPUNG ANY A1z r,{s:;,.//,f, /y
e [JAMI3ES AT 751 ""’?‘ /’)
138 |\WONGSOR)L SRO00L (ﬂg'z""%:’/)
130 W()quom‘;"’ BANGBRING 780,283

: JO_ IBENGKAK TR0 2.5
:':0 WONABORINO |ALAB ULy 934,742,000
= ; :g:g:gg:‘flo WONGBORILIO """:’:;Z‘(f;
13 Twonce o L;JO SUMBERKENCONO 7082
SORIENO — |81DODAD) 6£7.202.000
:;‘; :,Vg:gzg::l?o BAJULMAT 537'4‘:;'0032
146 WONO;ORLJO e 702"5; :
SOREJO ALAS RIEJO 714.225.000
117 |WONGSOREJO  |SIDOWANGI 719.09%.000
148 |WONGSOREJO  |SUMBERANYAR 654.202.000
119 |WONGSOREJO  |BIMOREIO 672.889.000
150 |SONGGON SONGGON 710.458.000
151 [soNaGonN BALAK £90.141.000
152 |SONGGON SRAGI 791.212.000
153 [SONGGON PARANGHARJO 697.561.000
154 |SONGGON BEDEWANG 717.953.000
155 |[SONGGON BAYU 745.125.000
156 |SONGQON SUMBERARUM 807.206.000
157 |SONGGON SUMBERBULU 680.394.000
158 |SONGGON BANGUNSARI 672.161.000
159 [SEMPU SEMPU 665.217.000
160 [SEMPU JAMBEWANGI 825.251.000
161 [SEMPU KARANGSARI 794.788.000
162 |SEMPU TEMUGURUH 701.147.000
163 |SEMPU GENDOH 683.846.000
164 |SEMPU TEMUASRI 741.704.000
165 |SEMPU |TEGALARUM 698.705.000 |
| 166 |[KALIPURO KETAPANG 802.273.000 |

s - ———— - — — - —

—— - — - —_——_
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167 |KALIPURO PESUCEN ; £38.725,000
168 |KALIPURO KELIR | 574,861,000
169 |KALIPURO TELEMUNG . £70,416,000
170 |KALIPURO BULUSARI 682,558,000
171 |SILIRAGUNG BULUAGUNG i 697,758,000
172 |SILIRAGUNG SILIRAGUNG | 659,086,000
173 |SILIRAGUNG KESILIR i 706,526,000
174 |SILIRAGUNG SENEPOREJO L 620,304,000
175 [SILIRAGUNG BARUREJO | 813,842,000
176 [TEGALSARI TEGALSARI | 793,261,000
177 |TEGALSART KARANGDORO 723,532,000
178 |TEGALSARI TAMANSARI 695,956,000
179 |TEGALSARI DASRI | 701,564,000
180 |TEGALSARI KARANGMULYO | 693,396,000
181 |TEGALSARI TEGALREJO 697,072,000
182 |LICIN GUMUK 660,175,000
183 |LICIN JELUN £69,446,000
184 |LICIN LICIN 677,136,000
185 |LICIN BANJAR 658,966,000
186 |LICIN SEGOBANG 708,164,000
187 |LICIN PAKEL 665,484,000
188 |LICIN KLUNCING 667,548,000
189 (LICIN TAMANSARI 745,185,000

JUMLAH 134,467,216,080
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VI. Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di
Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

/

Y

G

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/246/KEP/429.011/2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016

TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKAS! DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATIEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANYUWANGHI,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka  menindaklanjuti Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang,
Perubahan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Banyuwangi  Tahun Anggaran 2016 dan
Peraturan  Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabarun Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016, perlu dilakukan
perubahan lokasi dan besaran alokasi dana desa bagi setiap
desa di Kabupaten Banyuwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
scbagaimana tclah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016, perlu
mengubah  Keputusan  Bupati Banyuwangi  Nomor:
188/39/KEP/ 429.011/2016 tentang Penetapan Lokasi Dan
Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcri_ntahun Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

Mengingat 0 X

1
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Menetapkan

o

Peraturan pe ]
“Merin I 2 5 3
Peririb; i muuh Nomor 55 Tahun 2005 wntang Dana

1

'S

Peraturan  Pemerintah  Nomor
Pengelolagn Keuangan Daerah;
gz:z;urmaa‘nl :clgliﬁntah Nomor 42 Tahun 2014 tentang
claxsanaan Undang-Undz 4
2014 tentang Desa: g-Undang Nomor 6 Tahun

58 Tahun 2005 tentang

'Ul

&

Peraturan Menteri Dalam N i
eid c egeri Nomor 13 Tahun 2006

2 Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di .

K L ubah dua kali dengan Peraturan
enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 h I3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menterdi Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan
ggﬁmxan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun

7.

8.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kab\}paten B?.nyuwangl
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016; ’

_Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:. 188/39/KEP

- 428.011 /2016 tentang Penectapan Lokasi Dan Besaran
Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATgS
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 1188/3 AI{]
KEP/429.011/2016 TENTANG PENETAPAN LOKAS o
BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.
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M"l'll'l'"\l\.lnlup(unl Keputirom Boapntl Bnnyoawangn Nomor.
L/ any IR/ 0/ 2000 tentungy Penctapnn Lokant Dan
Homionis Aloliasl Diaoan Denn Hopl Netiop Desn 20 Knbapaten
Py owigl Palyng Atgguinn 2010 sebagaimnnn  tercantum
datam lingivan Vit moerapidoan boggdon Hdok terpisanhkon dor
Keptumnng i

Mo ponge it Jovompmnn yong berhubunpgoan  dengan
pelalinnnnan Kepuatasan  ind dibebaniaon podn Anggoron

'I:mnlupnlun diva Lelnnfin Doerah (A1131D) Knbupnten Banyuwangi
Palwan 2016, .

Keputuann ini mulai berlaka puada tinpgal ditetapkan.

Ditetaplan di Banyuwangi
Padn tanggal F T'LOFMW 2ol
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IAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR

TANGGAL : %

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/39/KEP/429.011/2016

TENTARG

188 D4l KEP/429.011/2010
%Fzmaer 2L

PENETAPAN LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAGI SBETIAP DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016

u:m TAMBAHAN BESARAN
No. | Nama Kecamatan Nama Desa ooy m“:ﬁ HESARAN.ADD S;.g‘m DANA
PERUBAHAN (Rp) (Rp) PERUBAHAR (Rp)

1 2 3 a s 3

1 |[PESANGGARAN SARONGAN 487.322.000 56.055.000 543.377.000
2 |PESANGGARAN PESANGGARAN 439,776,000 50.327.000 420.103.000
3 |PESANGGARAN SUMBERAGUNG 463.484.000 74.922.000 538.406.000
4 |PESANGGARAN KANDANGAN 479,389.000 55.099.000 534.488.000
5 |PESANGGARAN SUMBERMULYO 426,657.000 48.747.000 475.404.000
5. [ BANGORBIO SUKOREJO 420.721.000 48.032.000 468.753.000
7 |BANGOREJO SAMBIREJO 472.816.000 54,307.000 527.123.000
8 |BANGOREJO TEMUREJIO 517.070.000 81.377.000 598.447.000
2 _|BANGOREIO BANGOREJO 404,493,000 46,077,000 450.570.000
10 |BANGOREJO KEBONDALEM 421.849.000 48.168.000 470.017.000
11 |BANGOREJO SAMBIMULYO 413.490,000 47,161,000 460.651.000
12 [BANGOREJO RINGINTELU 427.829.000 48.888.000 476.717.000
13 |PURWOHARJO GRAJAGAN 491.230.000 56.525.000 547.755.000
14 |PURWOHARJO SUMBERASRI 497.759.000 57.312.000 555.071.000
15 |PURWOHARJO GLAGAHAGUNG 438.357.000 50.156.000 488.513.000
16 |PURWOHARJO SIDOREJO 447.340.000 51.239.000 498.579.000
17 |PURWOHARJO PURWOHARJO 398.503.000 45,356.000 443.859.000
18 |PURWOHARJO BULUREJO 473.727.000 54.417.000 528.144.000
19 [PURWOHARJO KRADENAN 441.106.000 50.488.000 491.594.000
20 |PURWOHARIO KARETAN 394.403.000 66.601.000 461.004.000
21 [TEGALDLIMO PURWOASRI 408.415.000 68.409,000 477.824.000
22 |TEGALDLIMO KENDALREJO 396.008.000 45.066.000 441.164.000
23 |TEGALDLIMO KEDUNGASRI 404.390.000 46.065.000 450.455.000
24 |TEGALDLIMO KEDUNGWUNGU 410.179.000 46,762.000 456.941.000
25 |TEGALDLIMO TEGALDLIMO 433.236.000 49.,540.000 482.776.000
26 |TEGALDLIMO WRINGINPITU 438.415.000 50.163;000 488.578.000
27 |TEGALDLIMO KEDUNGGEBANG 432.237.000 49.419.000 481.656,000
28 |TEGALDLIMO PURWOAGUNG 428.179.000 48.930.000 477.109.000
29 |TEGALDLIMO KALIPAIT 443,239.000 50.744.000 493,983,000
30 |MUNCAR SUMBER BERAS 419.046.000 69.569.000 488.615.000
31 |MUNCAR KEDUNGREJO 462.450.000 53.059.000 515.509.000
32 |MUNCAR TEMBOKREJO 466.959.000 75.341.000 542.300.000
33 |MUNCAR SUMBERSEWU 422,902.000 48.295.000 471.197.000
34 |MUNCAR BLAMBANGAN 413.001.000 47.102.000 460.103.000
35 [MUNCAR TAPANREJQ 452.010.000 51.801.000 503.811.000
36 |MUNCAR WRINGINPUTIH 491,615.000 56.572.000 548.187.000
a7 _|MUNCAR TAMBAKREJO 442.557.000 50.662.000 493.219.000
38 |MUNCAR KEDUNGRINGIN 452,983.000 51.918.000 504.901.000
39 |MUNCAR KUMENDUNG 438.026.000 50.117.000 488.143.000
:? CLURING PLAMPANGREJO 450.292.000 51.594.000 501.886.000
= ngU::g TAMPO 432.849.000 71.232,000 504.081.000
43 |CLURING (S:EMBULUNG 453.136,000 51.937.000 505.073.000
“ G BE:‘élgfux 440.452,000 50.409.000 490.861.000
| 45 |cLuring e 434.938.000 49.745.000 484.683.000

419.319.000 47.863.000 467.182.000
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S [X llmm; SAPIMUL Y A ) o0 L il SO0,A%5.000
o n,;h N ‘ KALIPL O T s ;I:\,u-m,ﬂu{ A0, 062,000
- LUAMISIRAN PLURWOIANG == —— — 462 440,000
50 GAMBIRAN = . ‘" Irﬂhl(),(nm
e LAJAG e At A6 1 LOD
L21 JuAMiiRAN OAMINRAN it A 280000 A51.010.000
52 Joamnian YOSOMULYO S 46.011.000 W50 142,000
|53 _|GAMInRAN WRINGINRIZIO L il 035,000 495,737,000
54 [GAMDIRAN e A 00 A0.200,000 AHO, 549,000
e WIRINGINAGUNG AN2A7.000 an > ~
55 2 ANHB2.000 A4H.T55.000
SRONO HAGORIZIO A33AHE000 0.5 e
56 |SRONO ONGRONG ~ ‘ 2 40,570,000 AH3,055.000
o A2 115000 A9.408.000 AH1.659.000
S7_ |SRONO SUKONATAR 400617 — -
58 |SRONO TP o0: 517,000 67.352.000 A67.089.000
59 [SRONO sl.:r.unruk‘.l\ul = M‘- "4-0!)0 a2 08 439,154 000
60 |SRONO DARI II\:O‘I;l | WISTAN ‘n-:‘»..,‘u;.mm s:a.u o T
G1_|SRONO AR EAR AeLaano00 S1.208,000 499,016,000
G2 |[SRONO B2 O o AP 50.835.000 494,825,000
- NG AT 261,000 54,062,000 533.216.000
G| SRONG EEVUNDUNGAN FA0.780.000 51.532.000 501,312,000
R ERGNS SUROMAIU 427, A70.000 48.633.000 476,203,000
c..s GENTENG KISMUIIRITAN A%0.9 1 1000 52.391.000 509.302.000
60 |GENTENG GENTENQWIETAN 450, HZH.O00 51,665.000 502.543.000
67 |GENTENG QENTENGKULON 416,950,000 69,317.000 486.267.000
68 _[GUNTENG SITAIL 50,311,000 51,506,000 501.907.000
69 |OENTENG KALIGONDO 440,653,000 51.517.000 501.170.000
70 |GLENMORIE TEGALIIARIO 457.210.000 52.427.000 509,637.000
71 |GLENMORE SEPANJANG 431.670.000 49.351.000 481.021.000
72 |GLENMORE KARANGIARIO 457,250,000 $2.433.000 500.689.000
73 |GLENMORE TULUNGRILIO A76.757.000 54.,662.000 530.419.000
74 |GLENMORE SUMIERGONDO 461.459.000 74.678.000 536.137.000
75 |GLENMORE BUMIHARIO 484,285.000 55.689.000 539.974.000
76 |GLENMORE MARGOMULYO 429,243,000 49,059.000 478.302.000
77 |KALIBARU KALIBARUKULON 407.097.000 46.391.000 453.488.,000
78 |KALIBARU KALIBARUMANIS 452.441.000 51.853.000 504.294.000
79 |KALIBARU KALIBARUWETAN 442.296.000 50.631.000 492.927.000
20 |KALIBARU KAJAR HARJO 447.067.000 72.945.000 520.012.000
1 |KALIBARU BANYUANYAR 462.757.000 53.096.000 515.853.000
82 |KALIBARU KEBONREJO 525.505.000 60.654,000 586.159.000
B3 |SINGOJURUH GAMBOR 406.236.000 46.287.000 452.523.000
@1 |SINGOJURUH ALASMALANG 417.895.000 47.692.000 465.587.000
85 |SINGOJURUH BENELAN KIDUL 439.309.000 50.271.000 489.580.000
BO |SINGOJURUI LEMAHBANGKULON 411.203.000 46.886.000 458,089.000
B7 |SINGOJURUH SINGOJURUH 470.381.000 75.753.000 546.134.000
B8 |SINGOJURUH GUMIRIH 451.808.000 51.777.000 503.585.000
49 |SINGOJURUN CANTUK 434,307,000 49.669.000 483,976.000
090 |SINGOJURUH PADANG 431,909.000 49.380.000 481.289.000
91 |SINGOJURUIT SINGOLATREN 427.466.000 48.845.000 476.311.000
02 |SINGOJURUH KEMIRI 433,748,000 49.601.000 483,349.000
93 |SINGOJURUM SUMDERBARY 424.389.000 48,474.000 472.863.000
94 |ROGOJAMPI ALIYAN 473.434.000 54.382.000 527.816.000
95 ||RGGOJANF MANGIR 391,268.000 44,484,000 435.752.000
?6 ROGOJAMPI KALIGUNG 212.776.000 47,075.000 459.851.000
;: QS BOMO 422.214.000 48.212.000 470.426.000
e Btk BiteEAMOAN 460.992.000 52.823.000 513.315.000
100 IROGOTANER = J::;AG 401.407.000 45.706.000 447.113.000
101 [ROGOJAMTY e 401.204.000 67.420.000 468.624.000
102 |ROGOJAMP] KAOTAN s 403.966.000 46.014.000 449.980.000
103 |ROGOJAMPI GITIR 427.223.000 48.815.000 476.038.000
104 |ROGOIAMPI BLUMBING AR 378.088.000 42.981.000 421.069.000
105 |ROGOJIAMPI KARANGBENT 440.631.000 50.430.000 491.061.000
EQ 434.940.000 49.745.000 484.685.000 |



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

106 _|RoGOIAMPI ROGUMAMPI -
107 |ROGOJAMPI PENGATIGAN I 17R.Q00 BB R
— ¥ ENGATIGAN - —
108 [RoGOUAMEI WATUKEBO il Y A2N.000
109 |ro, SRR R AL SoA8n 000
110 EO&N:\.\IPI SORANARS #2324 87.000 AR 00000 | 4o 000
[ 111 Rc)t',;o‘h“‘“:’l PATOSAY 312.696.000 47005 UO0 T Aol 00
_WI\-J\B)\Q ARE REDMBUAN 20,177,000 47007000 A0 9.000
?KB. T 8-\'R‘ENG 318,152,000 a7.733.000 o875 000
114 KAB:I BUPDER — 230.019.000 50,230,000 A0, 250,000
115 |KABAT ::O:Bo"fmc' 430.925.000 44.261.000 0L 0000
e = E El.—‘\I\LOR 43?.4:?\1.000 0200 000 QRO 775000
KABA' LABANASEM 216.367.000 AT.508.000 63, M7 5.000
117 |KABAT PAKISTAJL 430.601.000 70,901,000 01,562,000
118 |KABAT BADEAN 355,651.000 52,243,000 H07.022,000
119 |KABAT SUROJATI 331.108.000 50,400,000 101.607.000
120 |KABAT PONDOKNONGRO 349212000 S1.464.000 HO0,676.000
121 |KABAT DADAPAN $23.517.000 4R.369.000 17 1.880.0000
122 |KABAT KEDAYUNAN 442,185,000 50,618,000 AH2ZBON000
123 |KABAT KABAT 133.279.000 39,545,000 R0 824,000
124 |KABAT MACANPUTIH 439.946.000 $0.348.000 490,294,000
125 [KABAT TAMBONG 327.174.000 48,800,000 475.983.000
126 |KABAT PENDARUNGAN 410,786.000 46.835.000 A57.021.000
127 |KABAT KALIREJQ 395.346.000 +4,976.000 440,322,000
128 |GLAGAH REJOSARI $23.859.000 18.910.000 372,264,000
129 |GLAGAH KEMIREN 397.394.000 45,222.000 442.616.000
130 |GLAGAH OLEHSARI 407.647.000 46,457,000 454,104,000
131 |GLAGAH GLAGAH 414.581.000 47,292.000 161.873.000
132 |GLAGAE PASPAN 107.078.000 46.389.000 453.467.000
133 |GLAGAH TAMAN SURUH $41.991.000 50.594.000 492,585.000
134 |GLAGAH KENJO 421,243.000 48,095.000 469.338.000
135 |GLAGAH KAMPUNG ANYAR 432.858,000 71.233.000 504.091.000
136 |GIRI JAMBESAR! 461.943.000 52.998.000 514.941.000
137 |GIRI GROGOL 448.293.000 51.353.000 499,646.000
138 |WONGSOREJO HANGSRING 463.829.000 53.225.000 517.054.000
139 |WONGSOREJO BENGKAK 449.278.000 51.472.000 500.750.000
140 |WONGSOREJO ALAS BULU 470.529.000 54.032.000 524.561.000
141 |WONGSOREJO WONGSOREJQ 483.133.000 55.550.000 538.683.000
142 |WONGSOREJO SUMBERKENCONO 443,037.000 50.720.000 493.757.000
143 |WONGSOREJO SIDODADI 434.843.000 49.733.000 484,576.000
144 |WONGSOREJO BAJULMATI 394.341.000 66.594.000 460.935.000
145 |WONGSOREJO WATUKEBO 445,796.000 51.053.000 496.849.000
146 |WONGSOREJO ALAS REJO 437.079.000 50.003.000 487.082.000
147 |WONGSOREJQ SIDOWANGI 457.336.000 52.443.000 509.779.000
138 |WONGSOREJOQ SUMBERANYAR 401.990.000 45.776.000 447.766.000
149 |WONGSOREJO BIMOREJO 414.086.000 47.233.000 461.319.000
150 |SONGGON SONGOON 444.788.000 50.931.000 495.719.000
151 [SONGGON BALAK 445.104.000 50.969.000 496.073.000
152 |SONGGON SRAGI 532.675.000 61.518.000 594.,193.000
153 |SONGGON PARANGHARIO 458.144.000 52.540.000 510.684.000
“:‘; :‘;:Zzz: BEDEWANG 469.138.000 53.864.000 523.002.000
s P :3;0 - 506.491,000 58.364.000 564.855.000
e SUMI;ERARUM 505.121.000 58.199.000 563.320.000
o e BANGSRBULU 448.5624.000 73.132.000 521.756.000
159, |SEMP0 szmp:Nm 445,998.000 51.077.000 497.075.000
160 |SEMPU e 402.457.000 45.832.000 448.289.000
161 |SEMPU s 489.153.000 56.275.000 545.428.000
162 |sempu MGG UROT 462.264.000 53.036.000 515.300.000
163 [SEMPU re 4332.724.000 49.598.000 483,322.000
'164 SEMPY TEMOASES 405.902.000 46.247.000 452.149.000
65 |SEMPU TEGALARUM 462.495.000 53.064.000 515.559.000
451.240.000 73.447.000 524.687.000
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166 |KALIPURO :
167 |KALIPURO 1;5:32;;6 4307232 i 568, 422.000
168 |KALIPURO A 4?7.155.000 46.398.000 453.553.000
169 |KALIPURO e 429.331.000 49.069.000 478.400.000
426.617.000 4B.742.000 5.359.000
170 |KALIPURO BULUSARI 5.
Ty I el 2 436,303,000 49.909.000 486.212.000
TR e 448,993.000 51.438,000 500.431.000
575 [LRAoUNG = 405.317.000 67.916.000 473.233.000
e R 433.680.000 49.593.000 483.273.000
SENEPOREJO 440.564.000 50,422.000 490.986.000
175 [SILIRAGUNG BARUREJO 500.562.000 57.649.000 558.211.000
176 |TEGALSARI TEGALSARI 498.260.000 79.111.000 577.371.000
177 |TEGALSARI KARANGDORO 452.930.000 51.912.000 504.842,000
178 |TEGALSARI TAMANSARI 441.256.000 50.506.000 491.762.000
179 |TEGALSARI DASRI 469.413.000 $3.897.000 523.310.000
180 |TEGALSARI KARANGMULYO 446,385,000 51.123.000 497.508.000
181 |[TEGALSARI TEGALREJO 437.515.000 50.055.000 487.570.000
182 |LICIN GUMUK 445.949.000 51.071.000 497.020.000
183 |LICIN JELUN 448.133.000 51,334.000 499.467.000
184 [LICIN LICIN 446.401.000 51.125.000 497.526.000
185 |LICIN BANJAR 444.286.000 50.871.000 495.157.000
186 [LICIN SEGOBANG 459.268.000 52.675.000 511.943.000
187 |LICIN PAKEL 428.961.000 49.025.000 477.986.000
188 |LICIN KLUNCING 422.424.000 48.237.000 470.661.000
189 [LICIN TAMANSARI 528.443.000 82.747.000 611.190.000
JUMLAH 83.018.369.000 —10.000.000.000 93.018.369.000
A W SEETE Y
,/ N \;‘\
' ANYUWANGI,

x.,-@mﬁ\ﬁ
i i )

jll


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

VII. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBDes 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALREJO
Jalan Trunojayo Nomor: 90 Telp. - emailtigafrejo_bwiGymailcom
TEGALREJO Kode Pos 68491

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi,
Kepala Desa  menectapkan rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada hurufl a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495};

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor & tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694});
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 2094 };

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2054 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1934);

Peraturan Daerah Kabupatén Banyuwangi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di
Desa;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
{Berita Daerahkabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor
S0);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi
{Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor
25);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
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Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2013
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);

Peraturan Bupati Banyuwangi Banyuwangi Nomor 48
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2016;

Pératuran Bupati Banyuwangi Banyuwangi Nomor 49
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2016,

Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa
Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015
Nomor 2);

Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa Tegalrejo (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2015
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO

dan
KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun
Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.

Pendapatan Desa Rp.1.222.953.000,00
Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Rp. 402.873.350,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 693.668.250,00
¢. Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 115.232.300,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 12.881.000,00
e, Bidang Tak Terduga Rp. 0,00
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Jumlah Belanja Rp.1.224.654.900,00

Surplus/(Defisit) Rp.  (1.701.900,00)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.701.900,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 0.00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 1.701.900,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau
Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku untuk I(satu) Tahun Anggaran
2016.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan
Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Tegalrejo
Pada tanggal 1 25 Januari 2016

KEPALA DESA TEGALREJO

MU'ANAM
Diundangkan di Tegalrejo
Pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DESA TEGALREJO,

MANSUR
Pengatur Muda Tingkat |
NIP.19700719 201001 1 001

LEMBARAN DESA TEGALREJO TAHUN 2015 NOMOR ...2...
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VII1I. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tegalrejo Tahun 2016

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

LAMPIRAN L :

Peraturan Desa

Nomor =
Tanggal :

PEMERINTAH DESA TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1
JUMLAH JUMLAH LEBIR/
P Uraian ANGGARAN | REALISASI | KURANG "é}'
(Rp} (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DESA 1,275,008,0000| 1,271,188,500.0|  (3.8519,500.00)| 99.70
114 Pendapatan Asl Desa
1101 Hasll Usaha Desa
1.1.01.02 Hasll Tansh Kas Desa
1.1.01.0201 Hasll sewa tanah kas desa 42.375,000.00| 42.375,000.00 0.00| 100.00]
1.1.03 Hasll Swadays.Pamsipasi dan Gotong royong
1.1.03.01 Hasi ya dan pars: m Kl banpa uang
1.1.03.01.01 Sumbangan petanl pemik sawalvtegal 42,431,000.00| 42,07%,500.00 (419.50000)[  99.01)
1.1.03.01.02 S pemik genl 1,000,000.00 0.00|  (1.000,000.00} 0.00)
1.1.03.01.03 Sumbangan Plhak ketiga lainnya yang sah 2,500,000.00 000|  (2.500,000.00) 0.00]
1.1.04 Lain-aln Pendapatan Al Desa yang Sah
1.1.04.01 Pungutan Desa
1.1.04.01.08 Pungutan atas kekayasn desa lennya 2,000,000,00 2,100,000.00 100,000:00| 105.00)
12 Pendapatan Tranler
12.01 Dana Desa Pomerintah Pusat
12.01.01 Dana Desa bersumber dart APBN
12.01.01.01 Bantuan Dana Desa 697.072,000.00]  £97,072,000.00 0.00| 100.00]
12.04 Alokas| Dana Desa Pemeriniah Kabupatea
1.2.04.01 Alokasl Dana Desa (ADD) dan APBD Kabupaten
12.04.01.01 Alokas! Dana Desa (ADD) darl APBD Kabupaten 487,570,000.00|  487,570,000.00| 000| 100.00]

JUMULAH PENDAPATAN DESA 1.275,008,000.00( 1,271,188,500.00| (5 84900000) ©9.70
2 BELANJA DESA 1,276,709,900.0] 1,261,071,460.0]  15,638,440.00 9878
24. Peny Pemerintah 429250,850.00]  419.757,360.00 9,493,490.00| 97.79
214.01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan alau penghasilan 281,203,200.00] 281,203,200.00 0.00| 100.00
2.1.01.01 Pwo:;yh‘ulm Tetap 281,203.200.00]  281,203,200.00 0.00| 100.00
2101001 Betanja Pegawal
21.01.01.1.0 Penghasian Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Z1.01.01.1.01.01 Penghasdan Tefap Kepala Desa dan Parangkat Desa
21.01.01.1.01.01.01 | Penghasdan Tetap Kepata Desa 42.350,400.00 42,350,400.00 0.00| 100.00]
21.01.01.1.01.0103 | Penghasian Tetap Kepala Urusan 417,600,000.00|  117.600,000.00] o.00| 100,00}
21.01.01.1.01.01.05 | Penghasian Tetap Kepala Dusun 70,560,000.00 70,560,000.00| 0.00| 100.00)
2.1.01.01.1.02 T dan atay P Lnnys Kepala Desa dan

Perangkat Desa
2.1.01.01.1.02.01 Tunga dan atal Penghasilan lannya Kepala Desa dan

Perangkat Desa
21.01.01.1.02.01.01 | Tunangan dan atau Peng? Iainnya Kepsla Desa 5.424,000.00 5,424,000.00 000 100.00}
2101011020102 | T dan atau P Lainnya S Desa 3,796,800.00 3,796,800.00 0.00| 100.00]
24.01.01.1.02.01.03 | Tunjangan dan alau Penghasilan lannya Kepala Urusan 15.420,000.00 15.,420,000.00 0.00| 100.00)
2.1.01.01.1.02.01.05 | Tunjangan dan aial Penghasilan lainnya Kepala Dusun 9,252,000,00 9,252,000,00 0.00| 100.00)
21.01.01.1.03 Turgangan Ketua dan Anggota BPD
2.1.01.01.1.03.01 Tungangan Ketua dan Anggata BPD
24.01.01.1.03.00.01 | Turyangan Ketua BPD 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00| 100.00)
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21.01.01.1.03.01.02 | Tunjangan Anggota BPD 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00] 100.00f
21.02 Operasional Perkantoran 36,201,750.00 31,810,660.00 4381,030.00| 87.87
21.0201 Penyediasn Alat Tulls Kantor 5,551,500.00 5,551,500.00 0.00| 100.00
2102012 Balanja Barang/Jasa
2.4.02.01.201 Betanja Barang Habis Pakal
2.1.02.01.2.01.01 Befanja Barang Habes Pakal
21.0201.200.01.01 Belanja alat tulls kantor 4,351,500.00 4,351,500.00 000| 100
2.1.02.01.2.01.01.04 Balan{a parangko.meterad dan benda pos lainnya 1,200,000.00 1.200,000.00 0.00| 100.
21.0202 Penyedlasn Barang kan dan Penggar 2,796,600,00 2,796,600.00 0.00| 100.00
21.02022 Bejanja Barang/Jsss
21.0202.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.0202.2.05.01 Belanja Cetak can Penggandaan
2.1.02.02.2.05.01.01 Belanja Cetak 1.710,000.00 1.710,000.00 0.00| 100
2.1.02.022.05.01.02 Belanja Penggandaan 1.086,600.00 1,086,600.00 0.0G| 1004
21.02.01 PenyedL Instalas] lisrikipenerangan bangunan 450,000.00 0.00 4s0,00000| 000
2.1.0203.2 m Barangllasa
2.1.02.03.2.01 Belanja Barang Habis Pakal
2.1.02.03.2.01.01 Belanja Barang Habia Pakal
2.1.02.03.201.01.03 Belanja alat kstrik dan eleltronik {lampu pijarbatesel kering) 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00]
21.02.04 Penyediaan jssa komunikasl, sumber daya air dan Estrik 7,230,000.0¢ 4,777,660.00 245234000 66.08
21.02.04.2 Belanja Barang/Jasa
2.1.02.04.2.02 Belanja Jasa Kantor
211.02.04.202.01 Belanja Jasa Kantor
2.1.02.04.202.01.03 | Belanja st 3,450,000.00 2,977,660.00 47234000 86.31
2.1.0204202.01.05 Belanja kawavlaximilefntemet 1,980,000.00| 0.00 1.880,000.00 0.008
21.02.04.202.01.32 | Betanja jasa tambah daya kstrik 1,800,000.00/ 1,800,000.00 0.00[ 100.00
21.0205 Penyadisan bahan bacaan dan peraturan perundang- 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00| 100.00
2102053 m’ﬂw
2.1.0205.3.09 Betanja Modal pangadaan buku perpustakaan
2.1.02.05.3.09.01 Balanja Modal pengadaan bulu perpustiakaan
2.1.0205.309.01.01 | Belanja Modal pengadsan buku pefpustakaan desa 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00| 100.00
21.0208 Ponyedlaan jasa tenaga penun jang adminlstras! perkentoran 7.873,650.00 7,134,900.00 738,750.00] 90.62
21.02082 Belanja Barang/Jasa
21.0208.2.02 Belanja Jasa Kantor
2.1.02.08.2.02.01 Belanja Jasa Kantor
2.1.02.08.2.02.01.13 Belanja jasa kebershan 1.500,000.00 1.500,000.00 0.00| 100.001
21.02082.11 Belanja Honorarlum
2.1.0208211.01 Belanja Honorarlum
21.02.08.211.01.02 Honorarum Non PNS, TNI dan POLRI 6,373,650.00 5,634,900.00| 738,75000| 83.41
210211 Penyedl v dan ml 3,25D,000.00 2,500,000.00 750,000.00| 7882
21.02.112 Belanja Barangfdasa
21.02.11.2.07 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.02.11.2.07,01 Belanja takanan dan Minuman
2.1.02.11.2.07.01.02 Belan|a Makanan dan Minuman rapat 2,500,000.00 2.500,000.00 0.00( 100.00]
2.1.02.11.207.01.03 | Belanja Makanan dan Minuman tamu 750,000.00 0.00/ 750,000.00 0.00f
21.02.12 Rapat-rapat koordinas! dan konsultasi ke luar daerah $6,250,000.00 6.250,000.00 0.00| 100.00
21.02122 Belan|a Barang/Jasa
210212209 Belan|a Perjalanan Dinas
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2.1.0212.2.09.01 Belanja Penaianan Dwas
21.02.12.2.09.01.01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daersh 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 100.00)
24.00. Peningkatan sarana dan pr p P 60,115,825.00 58,663,500.00 145232500 97.58
2..03.01 g“a dlaan |asa perhaikan p karja 400,000.00 400,000.00 0.00| 100.00
2.1.03.01.2 Belanja Barang/lasa
21.03.01.2.02 Belanja Jasa Kantor
21.03.01.202.01 Belana Jasa Kantor
2.1.03.01.202.0123 Belanja Jasa sarvics 400,000.00 400,000.00 0.00| 100.00]
21.03.03 Peng o dinas b petlenghap 3,000,000.00 2,950,000.00 50,000.00| 9833
2.1.03.03.2 Belanja Barang/dssa
2.1.03.03.2.08 Belanja Pakalan
2:1.03.03.2.08.01 Belanjs Pakalan
2.1.03.03.2.08.01.01 Belanja Pakaian denag 3.000,000.00 2.950.000.00 50,000.00 93.33)
24.03.40 Peny pelap g 270,000.00 270,000.00 0.00| 100.00
21.0310.2 Belanja Barang/Jxsa
2.4.03.10.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
21.03.10.205.01 Belanja Cetak dan Panggandaan
21.03.10205.01.02 | Belanja Penggandaan 20,000.00 20,000.00 0.00( 100.00|
2.1.03.102.07 Belanja Makanan dan Minuman
2.4.03.102.07.01 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.03.10207.01.02 Belanja Makanan dan Minurnan rapat 250,000.00 250,000.00 0.00| %00.00)
21.0311 F 3} 7 gan akhir tahun 280,000.00 2B0,000.00 0.00( 100.00
21.0311.2 Belanja Barang/Jasa
21.0311.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
24.03.11.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.03.11.2.05.01.02 Belanja Penggandasn 30,000:00 30,000.00 0.00| 100.00f
21.03.11.207 Belanja Makanan dan Minuman
21.03.11.207.01 Belanja Makanan dan Minurman
2.4.03.11.2.07.01.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 250,000.00 250,000.00 0.00| 100.00)
24.0332 Peny isasl pel APBDen 536,000.00| 535,000.00 0.00| 100.00
2103122 Belanja Barang/dasa
21.03.12.205 Belanja Cetak dan Panggandaan
2.1.03.12.205.01 Belanja Catak dan Penggandaan
2103122050102 Belanja Penggandaan 36.000.00 36,000.00 0.00| 100.00|
210312207 Belanja Makanan dan Minurnan
24.03.12207.01 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.0312207.01.02 Behnja Makanan dan Minuman rapat 250,000.00 250,000.00 0.00| 100.00|
21.03.12.200 Belanja Perjalanan Dinag
21.0342.2.00.01 Belanja Perjalanan Dinas
2.4.03.12.2.09.01.01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daersh 250,000.00 250,000.00 a.00| 100.00)
21.03143 Penyusunan RPIMDesa/RKPDes 2,020,000.00 2,020,000.00 0.00| 100.00
21.03.13.2 Belanja Barang/asa
21.03.13.2.08 Belanja Cetak dan Penggandaan
2:9.03,13.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandaan
21.0313.206.01.02 | Belanja Penggandaan 120,000.00 120,000.00 0.00| 100.00]
210313207 Belanja Makanan dan Minuman
210313207.01 Belanja Makanan dan Minuman
21.03.13207.01.02 Balanla Makanan dan Minuman rapat 1.,000,000.00 1,000,000.00 000 100.004

2.4.03,13.2.09

Belanja Perjaianan Dinas



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Halaman: 4

KODE ] JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET
REKENING Uraian ANGGARAN | REALISASI KURANG )
{Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
21031320001 Balanja Penalanan Dnas
21.03.13209.01.01 Belanja Pevjalanan Dnas dalam daerah 250,000.00 250,000.00 0.00| 100.00{
2.1.03.13.2.11 Balanja Honorardum
21.03.13.211.00 Betanja Honorarium
21.0313211.00.01 Honpradum PNS.TNI dan POLRI 150,000.00 150,000.00/ 0.00| 100.001
2.1.03.13.211.01.02 Honaorarium Non PNS, TNI dan POLRI 500,000.00 500,000.00 0.00| 100.00)
2.1.03.14 Penyusunan R-APEDes 2.329,000.00 2,329,000.00 0.00| 100.00
21.03.14.1 Belanja Pegawal
21.03.14.1.04 Uang Lambur
21.03.14.1.04.01 Uang Lambur
2.1.03.14.1.04.01.01 Uang Lembur 600,000.00 600,000.00 000| 100.00
21.03162 Belanja Batang/tasa
2.1.0314.2.01 Belanja Barang Habis Pakal
2.1.03.14.2.01.01 Belanja Barang Habis Pakal
21.0314.201.01.01 Belania alat wlls kantor 358,400.00 358,400.00 0.00| 100.00f
21.03.14.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.03.14.205.01 Belanja Cetal, dan Penggandaan
2103142050102 | Belanja Penggandaan 120,£00.00 120,600.00 000| 100.00
2.1.03.14.207 Belanja Makanan dan kilnuman
21.03.142.07.01 Belanja Makanan dan Minuman
21.03.14.207.01.02 Belanja Makanan dan Miouman rapst 1.000,000.00 1,000,000.00 0.00| 100,004
210314209 Belanja Perjatanan Dinas
21.03.14.209.01 Belanja Perjalanan Dinas
21.03.14.209.01.01 Belanja Perjalanan Dinas dalam taetah 250,000.00 250,000.00 000 100.00
2.4.0345 Penyusunan LKPY LPPD 1,728,500.00 1,728.500,00 0.00| 100.00
2.1.03.152 Belanja Barang/Jasa
2.1.03.152.01 Belanja Barang Habxs Pakai
2.1.0315201.09 Belanja Basrang Hatxa Pakai
2.1.03.15.2.01.01.01 Betanja alat tulle kantor 318,500.00 318,500.00 000 100.00
21.03.15.2.05 Belznja Cetak dan Panggandaan
2.1.03.15.2.06.01 Beianja Cetak dan Penggandaan
2.1.03.15.2.05.01.02 Belania Penggandann 160,000.00 160,000.00 0.00 100.0q
2.1.03.15.207 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.03.15:2.07.01 Belanja Makanan dan Minuman
21.0315207.01.02 | Belanja Makanan dan Minuman rapal 1.000.000.00 1.000,000.00| 0.00| 100,00
21.03.15.209 Belanja Perjalanan Dinas
2.1.03.15.209.01 Belanja Perjalanan Dinas.
21.03.95200.0101 | Belanja Perjalanan Duias dalam daerah 250,000.00 250.000.00 0.00| 100.00]
21.03.23 Peng P ghapan gedung kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00| 100.00
2103233 Belanja Modal
210323329 Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.1.03.23.329.01 Belanja Modal pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.1.0323.329.01.02 Belanja Modal pengadaan AC 7,000,000.00 7.000.000.00! 0.00| 100.00f
24.0325 Pengadaan mebeleur 19,090,500.00 17,750,000.00 1340,500.00| 9298
2103253 Belanja Modal
21.0325.3.10 Belanja Modal pengadasn meubeler
24032531001 Belanja Modal pangadaan meuteler
2.1.0325.3.10.01.04 Belan(a Modal pengadaan kural kerja 1,590,500.00 1,500,000.00] £0,500.00 N
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2.1.0325.3.10.01.05 Belania Modal pengadasn kursi rapat 17,500,000.00 16,250,000.00 1.250,000.00 92.8_51
21.0326 Pengadaan perlengkapan kantor 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00| 100.00
2.1.0326.3 Belanja Modal
21.0326.3.08 Belanja Modal pengadaan komputer
211.03.26.3.08.01 Belanja Modal pengadaan komputes
21.0326.3.08.01.04 | Belanja Modal pengadaan printer 3,000,000.00 3.000,000.00] 0.00| 100.001
2103262313 Belanja Modal paangudinn alat-alat atska
2.1.03.26.3.13.01 Belanja Modal pangadaan slat-alal st
21.03.26.3.13.01.05 Belanja Modal pengadaan sound system $0,000,000.00 10,000,000.00 0.00| 100.00¢
21.0328 Pemelihacaan rutind berkala gedung kantor 9,081,825.00 2,000,000.00 61,825.00| 9932
21.03282 Belanja Barang/lasa
2.1.0328.204 Balanfa Pemeliharaan
2.1.03282.04.01 Belanja Pameliharaan
214.0328204.01.03 | Belanja Pemetiharaan gecung 9,061,825.00 ©,000,000.00 61,825.00 99.32]
21.03.29 Pemeliharaan rutin/ berkala ke, dinas/ ! 600,000.00 600,000.00 0.00| 100.00
2103292 Bealanja Barang/Jasa
2130329202 Belanfa Jasa Kantor
21032920201 Belanfa Jasa Kantor
2103292020123 Belanja Jasa service 300,000.00 300,000.00 000| 100.00f
2103292020157 Belanja Jasa panglsian pelumasfoll 300,000.00 300,000.00 0.00| 100.00]
21.0336 Pemelharaan rutin/ beckala peralatan dan petiengkapan 800,000.00 800,000.00 0.00( 100.00

kantor
21.03362 Belanja Barang/Jasa
210336204 Belanja Pemellharaan
2.1.03.36.2.04.01 Belanja Pemellharaan
21.03.36.204.01.09 Belanja Pemellharaan sofiware B00,000.00 £00,000.00 0.00| 100.004
21.04. Operasional BPD 1,594,200.00 1,584,200.00 0.00| 100.00
21.04.01 Operasional BPD 1,594,200.00 1,584,200.00 0.00| 100.00
2.1.04.01.2 Belanja Barang/Jasa
2.1.04.01.201 Belanja Barang Habis Pakal
2.1.04.01.201.01 Belanja Barang Habés Pakal
2.1.04.01.2.01.09.01 Betanja siat wiis kantor 325,600.00 325 600.00 0.00| 100.00)
21.04.01.205 Belanfa Cetak dan Penggandaan
2.1.04.01.205.01 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.1.04.01.2.05.01.02 Belanja Penggandaan 98,600.00 $8,600.00 0.00| 100.00§
2.1.0401.2.07 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.04.01.2.07.01 Belanja Makanan dan Minuman
2.1.04.01.2.07.01.02 Belan(a Makanan dan Hinuman rapat 1,170,000.00 1.170,000.00 0.00] 100.001
2.1.05 DOperasional RT/RW 2,962,000.00 2,962,000.00 0.00| 100.00
2.1.05.01 Operasional RT/RW 2,962,000.00 2.962,000.00 0.00| 100.00
21.05012 Belan|a Barang/Jaga
2.1.0501.2.01 Betan|a Barang Habis Pakal
2.1.05.01201.01 Belanja Barang Habis Pakal
21.05.01.2.01.01.01 Belania alat tulls kanor 1,962,000.00 1.962.000.00 0.00| 100.00¢
21.05.01.2.05 Betanja Cetak dan Penggandaan
21.05.01.20501 Baianja Cetak dan Penggandian
21.05.01.205.01.02 | Balanja Penggandaan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00( 100.00|
23.07. Pendatsan Desa 6,150,000.00 3,500,000.00 2650,00000| 56.91
2.1.07.01 Pendataan Dess 6,450,000.00 3.500,000.00 2,650,00000| 5691
2107012 Belanja Barang/Jasa
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21.0101.2.02 Belania Jasa Kantor
2.1.07.01.2.02.01 Belania Jasa Kanior
2.1.07.01.2.02.0125 Belania Jasa entry data 1,000,000.00 0.00 1.000,000.00/ 0.00}
21.07.01.2.02.0128 Belanja Jasa peodataan 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00| 100.004
210701205 Belanja Catsk dan Penggandasn
21.07.01.2.05.01 Belanja Cetuk dan Periggandaan
21.07.01.2.05.01.02 Belanja Penggandaan 1.000,000.00 1,000,000.00 0.00| 100.0C¢
21.07.00.2.11 Betania Honorarium
21.07.04.2.11.01 Belanjs Honorarium
2.1.07.01.211.01.01 Honorarkam PNS.TNI dan POLRI 350.000.00 0.00 350,000.00/ 0.004
21.07.01.211.01.02 Honorarkum Non PNS, TNI dan POLRI 1.300,000.00 0.00 1.300,000.00 0.008
2140, Pengelolean Informasl desa 669,000.00 669,000.00 0.00| 100.00
21.10.01 Pengelolaan Informas| desa 669,000.00 669,000.00 0.00| 100.00
2110012 Belanja Barang/Jass
21.10.01.201 Belanja Barang Habds Pakal
2.1.30.01.2.01.0 Belanja Barang Habda Pakal
2.1.10.01.201.01.09 Belanja spanduk dan slat inlormasi 669,000.00 659,000.00 0.00| 100.00)
2411, Penyelenggaraan p desa 3,397,875.00 3,897,800.00 75.00| 100.00
21.01.01 Penyelenggaraan pe: desa 3.897,875.00 3,897,800.00 75.00| 100.00
2191012 Belanja Barang/Jasa
219101201 Belanja Barang Habis Pakal
21110120101 Belanja Barang Habis Pakal
2111012010104 Belanja alat wiis kantor 252,500.00 252,500.00 0.00] 100.004
211901202 Belanja Jasa Kantor
2.1.11.01.202.01 Belanja Jasa Karitor
21.11.01.202.0120 Belanja jasa by danp pan balit 165,375.00 165,30C.00/ 75.00| 99.95
211101205 Belanja Cetak dan Penggandaan
21.91.01205.01 Belanja Catak dan Penggandaan
2111012050102 | Belanja Penpgandasn 150,000.00 160,000.00 6:00| 100.00
211101207 Bélanja Maianan dan klinuman
21.11.01.207.01 Belanja Makanan dan Minuman
21.11,01.207.01.02 Bafanja Makanan dan Minuman rapat 3,320,000.00 3,320,000.00 0.00| 100.00{
2416 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik 36.457,00000]  35.457,000.00 1,000,000.00 9726
2.1.1601 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik 36457,00000]  35,457,000.00 100000000 9726
2.1.1601.3 Belanja Modal
21.1601.3.19 Belarja Modal pang: Vpembek g
2.1.18.01.3.19.01 Balanja Modal pengax Ap bang
21.4801.31901.11 | Batanja Modal pengadaan k &si bangunan p 15,000,00000]  14.000,000.00 1,000,00000| 9333
21.1601.329 Befan{a Modal pangadaan perlengkapan gedung Kantor
21.16,01.329.01 Beianja Modal pengadain parengkapan gedung Kantor
2.1.16.01.3.28.01.02 Betanja Modal pengadazn AC 5.,500,000.00 5,500,000.00 0.00| 100.004
2.1.15.01.329.01.11 Belan|a Modal pengadaan bakdroop 15.957,000.00 15.957,000.00 000| 100.001
22, Pelaksanaun Pembangunan Desa 603,668,250.00] 690,023,500.00 3644,750.00( 9947
22.01. P g fi kiur dan Lingh Desa 667,868,250.00]  664,223,500.00 3,644,75000( 99.45
220116 Pembangunan penahan badan alan 257,840,000.00|  254,238,000.00 3,602,000.00| SB.60)
2201463 Belanja Modal
22.01.46322 Belanja Modal pengadasn konatnukal jalan
2201.16.322.01 Belanja Modal pengadasn kongtruksd jalan
2201.96.32201.05 | Belanja Madal pang: plengsengant penah 257,840,000.00| 254 ,228,000.00 3602,00000 o8.60)

badan jalan
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220135 Pemelihsraan jalan per 258,509,000.00|  258,509,000.00 0.00[ 100.00

2201353 Belanja Modal

220135334 Belanja Modal pengadaan konstnksl paving

22.01.35334.01 Belanja Modal pengadaan konstnksl paving

22.01.35334.01.03 | Belania Modal pengadaan konstruksl paving Jalan 258509,00000|  258,509,000.00 000 100.00)

220136 Pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah 124,436,250.00 124,393,500.00 42,75000| 89.97

2201362 Em"?a"é'awm

2201.36.204 Belanja Pemeliharaan

220136820401 Belanja Pemeliharaan

2201362040101 Belanja Pemeliharaan jalan 6,605.250.00 $,562,500.00 42.75000|  99.35

2201383 Belanja Modal

220136334 Belanja Modal pengadaan konstruksl paving

22.01.35.3.34.01 Belanja Modal pengadaan konstnksi paving

22.01.36.334.01.03 | Belanja Modal pengadaan konstruksd pasing [alan 117,831,00000]  117.831.000.00 0.00| 100.004

220139 Pemeliharsan jembatan kecll/platdulcker 27,083,600.00) 27 OB3,000.00 0.00| 100.00

2201393 Belanja Modal

22.01.39.323 Belanja Modal pengadasn | i | )

22.01.39.323.01 Belanja Modal pengadasn k Jembatan

2201393230104 | Belanja Modal penga i Giatas sir 27.083.00000  27.083,000.00 0.00( 10000

2202 Pembangunan sarana dan Prasarana Kesehatan 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00| 100.00

220204 Pembangunan sarana alr beralh berskals desa 0.00 0.00 0.00

2202013 Belanja Modal

22.0201.330 Betanja Modal pengadaan Instalasi air

22.02.01.3.30.01 Belanja Modal pengadasn instalasi air

22.02.01.330.01.01 | Belanja Modal pengadaan instalass ale 0.00 0.00 0.00

220209 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00| 100.00

2202002 Belanja Barang/Jasa

2202098203 Belanja Material

22020220301 Belanja Matenal

22.02.09203.01.17 Belanja bahan dan alat laboratorium 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00§

22,0246 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagl anak 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00| 100.00

22.0216.2 Belanja Barang/Jasa

22.02.16.2.03 Belanja Material

220216.2.03.01 Belanja Matenial

22.02.16.203.01.06 | Belanja bahan pangan 2,800,000.00 2,800,000.00 ao0| 100.00)

2204, Pembangunan Sarsna dan Prasarana Ekonoml dan 15,000,000.00| 15,000,000.00 0.00| 100.00
Pengembangan Lisaha Exonomd Produldif

220403 Penguatan permodalan BUMDes 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00| 100.00

2204032 Belanja Barang/dasa

220403215 Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan [ \ Kepada

22.04.03.2.15.01 Belanja Bantuan Kana:\.ga;n Yang Akan Diserahian Kepada

2204032150101 | Belanja Bantuan gan Yang Akan D Kepada 15,000,00000]  15.000,000.00 0.00[ 100.00
RTRW,LPMD_PKK dan atay Lembaga Kemasyarakatan lunnya

23, Pembinaan Kemasyarakatan 115,882,300.00]  113,382,300.00 2.500,00000 97.84

23.01. F dan 3,504,000,00 3.504,000.00 0.00| 100.00

23.01.1 Pembinaan keteniraman dan ketertiban 3,504,0600.00 3,504,000.00 0.00| 100.00

2301012 Belanja Barang/Jasa

23.01.01.205 Belanja Cetak dan Penggandaan

23.01.01.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandasn

23.01.01.205.01.02 Balanja Penggandaan 54,000.00 $4,000.00 Q00| 100.00)
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KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET
REKENING Uraian ANGGARAN | REALISASI KURANG )
(Rp) (Rp) {Rp) &
1 2 3 4 5 6

23.01.01.297 Belanja Makanan dan Minuman

23.01.01.207.01 Belanja Makanan dan Minuman

2.3.01.01.207.01.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 2.250,000.00| 2.250,000.00 000| 100004

2301.012.11 Belanja Honoratum

2301.01211.01 Belanja Honoradum

2301012110100 Honoraram PNS.TNI dan POLRI 1,200,000.00| 1,200,000.00 000| 100.00

23.02 Pembi g y (RTRYW, LPMD, PKK, 80,228,300.00| 80,228,300.00 0.00| 100.00
Karang Taruna,)

23.02.01 P (RT/RW, LPMD, PKK, 80,228,300.00 B0,228,300.00 0.00| 100.00
Karang Taruna)

2302012 Belanja Barang/Jasa

230201215 Belanja B. Keuang YYang Akan O Kepada

23.0201.215.00 Belanja Bantuan ieuangu’! Yang Akan Dsershkan Kepada

2.3.02.01.2.15.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Yang Aksn Diserahkan Kepada £0,228,300,00| 80,228,300.00 0.00| 100.004
RIRW,LPMD PKK dan atau Lemb: Y lainrya

23.03. Fembinaan kerukunan umat beragama 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00| 100.00

23.03.01 Pembl: keruk Yumat b 6.500,000.00 6,500,000.00 0.00| 100.00

23.03.012 Belanja Barang/Jasa

230301214 Betan|a Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

23.0301.214.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

2303012140102 | Belanja Barang Yang Akan Diserahian Kepada Kslompok 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00| 100,00}
Masyarakat

23.03.01.215 Balans B, Yang Akan D Kepadia

23.0301.215.01 Belanys B, Keuangan Yang Akan Dis Kepada

2.3.00.01.2.15.01.02 Beia;iia B A 'Vangkkan D Kepada 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00| 100.00¢
Masyarakat

23.06. Pembinaan kesenisan dan soslalbudaya masyarakat 13,150,000.00 11,650,000.00 1,500,000.00| 8359

22.06.01 Pembinsan kesenlasn dan soslal budays masyarakst 13,150,000.00 11,650,000.00 1.500,000.00| 8359

23.06.012 Betanja Baang/Jasa

23.06.01.215 Befanja B gan Yang Akan Di Kepada

2.3.06.01.2.15.01 Belanin Ban gan Yang Akan Diserahkan Kepada

23.0601.2.16.01.03 | Belanjs Bantuan Keuangan Yang Akan Di Kepada 13,150,000.00 11,850,000.00 1,500,00000 88.59
Kelompok Masysrakal

23.08. Pembinaan Posyandu $,000,000.0¢ 9,000,000.00 0.00| 100.00

230801 Insen!l Kader Posyandu 9,000,000,00 9.,000,000.00 0.00| 100.00

2308012 Belania Barang/Jasa

23.08.01.2.15 Belanja Bantuan Ki gan Yang Axan DI Kepada

23.0801.215.01 Balanjn 1gan Yang Akan Di Kepada

2308012150101 | Balanja Bantuan Ke Yang Axan D Kepada 9,000,000.00 9,000,000.00 a.00| 100.00)
RTRW LPMD PKK dan atau Lemnbaga Kemasyarakatan lénaya

2309, F O tzasl K lainnya 3,500,000.00 2,500,000.00 1000,000.00| 7143

23.09.01 P ! O lnasl K 3,500,000.00 2500,000.00 1,000,000.00 71.43

23.00.01.2 Balania Barang/Jasa

23.0801.2.15 Belania Baniuan Ki Yang Akan D Kepuxda

2.3.09.01.2.15.01 Belanga Bantuan Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepada

2.3.0201.2.15.01.01 Belanja B, K 'Yang Axan D Kepada 2,000,000.00( 2,000,000.00 0.00| 100.00]
RY/RW.LPMD,PKK dan atay Lembaga Kamasyarakatan lainnya

2300012150103 | Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan D Kepada 1.500,000.00 500,000.00 1,000,000.00| 33.33
Kelompok Masyarakat

24. Pomberdayaan Masyarakat 37,908,500.00 37,908.300.00 200.00| 100.00

24.01. Pelatiban kepals desa dan parangkat dosa 1,382,000.00 1,382,000.00 0.00| 100,00

240101 Pendidikan/pelatihan/penyuluhan bagl kepala 1,382,000.00 1,382,000.00 0.00| 100.00
desa/perangkat desa

2401012 Belanja Barany/asa

2.4.01.01.2.01 Belanja Barang Habis Pakal
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KODE JUMLAH JUMLAH LEBIH/ KET
REKENING Uraian ANGGARAN | REALISASI KURANG %)
{Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
2.4.01.01201.01 Belanja Barang Habes Paxal
2.401.01.201.01.01 | Belanjs alat ulis kantor 77,000.00 77,000.00 000| 100.00)
24.01.01202 Balanja Jasa Kantor
2.4.01.01.20201 Belanja Jasa Kantor
24.01.01.20201.45 | Belanja jasa tenaga ahbfinstnyidunarasumbes 800,000.00 800,000.00 0.00| 100.00]
2.4.01.01.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.4.01.01.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandaan
2461012050102 | Belanja Penggandasn £0,000.00 50,000.00 0.00| 100.00|
24.01.01.207 Belanja Makanan dan Minuman
2.4.01.01.207.01 Belanja Makanan dan Minuman
24.01.01.207.0102 | Belanja Makanmn dan Minuman rapar 455,000.00 455,000.00 aoo0| 100.00)
2.4.05. Peningkatan kapasitis KPMD 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00| 100.00
24.0503 Pombinzan KPMO 1,500,000.00 1,500,000.00 o.00| 100.00
2405032 Belanja Barang/lasa
240503215 Belanja & vgan Yang Akan Dk Kepada
2.4.0503.:215.01 Belanya Bantun Keuangan Yang Akan Diserahkan Kepads
2.4.0503.2.1501.02 | Belanja Bantuan Keuangan Yang Akan Di Kepada 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00| 100.00)
24.07. ?Bm Kapasitas kelompok p 13.915,50000]  13,915,300.00 200.00| 100.00
24.07.04 Peningkalan pemberdayzsan PKK 13,915,500.00 13,915,300.00 200.00( 100.00
2407012 Balanja Barang/lasa
2.4.07.01.2.01 Balanja Barang Habis Pakal
2.4.07.01.2.01.01 Belanja Barang Habis Pakal
2.4.07.01.2.01.01.01 Belan]a alal fulls kantor 795,500.00 755,300.00 200.00 99.97)
2.4.07.01.203 Belanja Matenial
2.4.07,01.203.01 Belanja Material
2407012030102 | Belanja bahan bibitAsnaman 1,020,000.00 1,020,000.00 a00| 100.00)
2407012030105 | Belanja bahan pangan 1,600,000.00 1,000,000.00 ono| 100,00
240701205 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.4.07.01.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.4.07.01.205.01.02 | Belanja Penggandaan 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00|
24.07.01207 Belanja Hiakanan dan Minuman
2.4.07.012.07.01 Belanja #Makanan dan Minuman
2.4.07.01.207.01.02 | Belanja Makanan dan Minirnan rapat 5600,00000]  5500,000.00 ano| 100.00
2.4.07.01208 Belanja Peqatanan Dinas
2.4.07.01209.01 Belanja Pagalanan Dinas
24.07.01.209.01.01 | Belanjs Perjalansn Dinas datam daerah 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00| 100.00f
2.407.01.2.15 Belanja & ngan Yang Akan D Kepada
2.4.07.01.2.15.01 l;l:‘w r gan Yang Akan Diserahkan Kepada
24.07.01.215.01.0 Bela;tja Bantuan Keuangan Yang Akan Di Kepada 2,000,000.00: 2,000,000.00 0.00| 100.00)
RTRW LPMD_PKK dan alau Lembaga Kemasyarakaan tainnya
2.4.09. Peningkatan kapas| y ga miskin 20,000,000.00]  20,000,000.00 o.00| 100.00
2.4.00.06 Femetharsan/Pembangunan Rumah Layak Hunl 20,000,000.00] 20,000,000.00 o.00| 100.00
2409062 Belanja Barang/iasa
2.4.09.06.2.15 Belanja Bantuan Keunngan Yang Akan Diserahkan Kepada
2.4.09.062.15.01 euan.a Bantuan x'euangan Yang Akan Diserahkan Kepada
2.4.00.06.2.15.01.02 | Belanja gan Yang Akan Di Kepada 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00| 100.00]
Masyarakal
2443 F kelompok 1,111,000.00 1,111,000.00 0.00| 100.00
241209 Penyuluhan pencegahan psnggunaan narkoba dikalangan 1,111,000.00 1,411,000.00 0.00| 100.00

generasi muds
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2413032 Belanja Barang/Jasa

24.13.092.01 Balanja Barang Habes Pakal

24.1302.201.01 Belanja Barang Habes Pakal

24.13022.01.01.10 Betanja bakho, banner 141,000.00 111,000.00 0.00| 100.004

24.13.09.2.02 Belania Jasa Kantor

24.13.03.2.02.01 Belan{a Jasa Kantor

24.13.09.2.02.01.45 Belanja jasa tanaga ahlinstrukturamasumber 400,000.00 400,000.00 0.00| 100.004

24.13.09.205 Belanja Cetsk dan Penggandasn

2.4.13.09.2.05.01 Belanja Cetak dan Penggandaan

24.13.09.2.05.01.02 Belanja Penggandasn 225,000.00/ 225,000.00 0.00| 100.008

2.4.13.09.207 Belanja Makanan dan Minuman

2.4.13.09.207.01 Belanja Makanan dan Minuman

2.4.12.09.2.07.01.02 Belanfa Makanan dan Minuman rapat 375.000.00 375,000.00 0.00| 100.00§
JUMLAH BELANJA DESA 1276,703,80000| 1261.071460.00  4¢ 635 4a0.00| s08.73]
SURPLUSADERSIT) {1,701,900.00) 10,117,040.00

ki FPENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA 1,701,900.00 1,701,900,00 0.00| 100.00

a Penerimaan Pembiayaan Desa

am Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

31.01.07 Sisa Lebih Pertstungan Anggaran Tahun Lalu

3.1.01.07.01 Siga Lebih Pertetungan Anggaran Tahun Laky 1,701,900.00 1,701,800.00 0.00| 100.00)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA 1,701,900.00 1,701,900.00 0.00| 100.00f

32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA 0.00 0.00 .00

32 Pengeluaran Pemblayaan Desa

3.2.01 Pembantukan Dana Cadangan

3.2.01.01 P dana cadangan calam Badang Py

3.2.01.01.01 Pemtentuian Dana Cadangan 000 0.00 0.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA 0.00 0.00/ 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 1,701,200.00 1,701,900.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA) 0.00 11,818,940.00/

KEPALA DESA TEGALREJO

MUANAM
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IX. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tegalrejo Tahun 2016

LAPORAN REALISASI PEKGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER AHIR TAIUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA TEGALREJO
HECAMATAN TEQALSATUI
KABUPATEN BANYUWAKRG!
v Desa 1 Rp. 697.072,000,00
NOMOR JUMLAH JUBLAH
TANGOAL PENERIMAAN | PENOELUARAN
NOMOR URAIAN n"::fnm VOEBET] (EREDET) %
{8P2D)
Rp. Rp. Rp. Rp.
i 2 3 4 5 6 7
PERDAPATAN
a Peadspatan Tranafler
2 (01| |Dena Dees 697,073,000.00 |  697,072,000.00 - | 100.00
- Tahap Pertama 084969 418,235,000.00
Tgh 8- 6 - 2016
17554
TALS Redng Tul, 18:10-2016 | 278,837,000.00
TELANJA
1 Pl Pembasy 683,461,000.00 | 683,461,000.00 - | 100.00
1101 |Pembangunan infrastmiktur dan inghungan desa 657,661,000.00 | 657,661,000.60 100.09
1 {01]01 |Pembang han badan jalan 254,238,000,00 | 254,238.000.00 100.00
1 [ 01] 02 [Pemeliharaun jalan pemuki 258,509,000.00 | 258,509,000.00 100.00!
1 ] 01] 03 |Pemeliharnan jalan deas antar premukiman ke 117 231,000.60 117,831,000.00 - 100.00
[wilaynh pertanian
1 | 01 04 |Pemelibarann jembatan kecil/ platduicker 27,083,000.00 27,083,000.00 100,00
1102 Pembangunan sarana dan p keseh 10,800,600.00 10,600,000.00 - 100.00
1 [02] 01 |Pengad Sarmna dan Py X di §,000,000.00 8,000,000.00 - 100.00
1 | 02| 02 |Pemberian Mal Tumbahan dan vitamn bags 2,800,000.00 2,800,000.00 - 100,00
annk
1|03 H—mbarwmsmdmpmmwchrwm 15,000,000,00 15,000,000.00 100.00
usaha ekonomi produktif
1]03|01]F p dalan BUMDes 15,000,000.00 15,000,000.00 < 100,00
2 Pembl Hamasyzralo 11,000,000.00 11,000,000,00 - 100.00
2|01 Prmbinaan lembaga kemasyarakatan (R7, RW, 2,000,000.00 2,600,000.00 - | 100.00
) LPMD, PKK, Karang Taruta)
2 | 0101 |Belanja Bantuan Keuangan yang Akan 2.000,000.00 2,000,000.00 s 100,00
Diserahkan Kepada RT, RW, LPMD, PKK,
Lembaga kemuasynrakatan lninnya
Y= - db
2| 02| |Pembinaan Poayand: 9,000,000.00 9,600,000.00 - | 1o0.00
T2 Teaior mmm Keunngan yang diserahkan 9,000,000.00 9,000,000.00 ~ | 100.00
[ [ kepada RT/RW, LPMD, PKK dan otou Lembags
A Kembisyarakatan lainnya
In lL T
N n Mas 2,611,000.00 2,611,000.00 - 100,00
1,500,000.00 1,500,000,00 - 100.00
1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00
1,111,000.00 1,111,000.00
1,11),000.00 1,111,000.00

e
‘\\\( N \[‘E., 2N
l
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X. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

mwa' REALISAG PENGOUNAAR AL
FHESTER AMIR Taun angan s DANA DESA
20
ERINTAN prgy ek 16
KECAMATAN 12q ALsARs
KABUPATEN BANYUWANGY
Pegu Dees t  Rp. 487.570.000,00
e
'\
e ———
HOR NoMoRr
no! URAIAN TANGOAL ; JUMLAY rn':;",vm
PENVALURAN [DEuEYT ARAN BALDO BT,
18r20) } (senanrT)
1 2 ——— np. RrP. .
1 PENDAPATAM 0 ——— 3 | 4 5 >
S|
2 Pendapatan Tranafer z
1/2 |04 Aloksal Dana Desa
—_—
. Tabap —— 497.870,000.00 | 481,837,400.00 | 6.,092,600.08 | 5575
T Ll T, v |8 2016 | 263.508,078.00
- Tahap Kedua s a7 —
2 —— |TRL15-6.2016| 178:006,928.00
- Tahap Ketiga. ame | sl
2 BELANA ————— | T 15122015 | B0.055,000.00
2|1 Penyelengguraan Pe 487,870,000.00
o1 B 7T i ey mm"""m 359,040,200.00 | 353,007,000.00 |  6,032,400,00 | 93.33
5 247.310,400.00 247,310,400.00 oo.oo
2| 1 |01}01 |Penighnailan Tetap
2| 1|01}02|Tunjangan BPD —_— 230,510,400.00 [ 230,510,400.60 . 10060
16,800,000.00 165,600,000.00 100,00
2| 1|02 Operasionul Perkantorun T
2 [ 1| 02] 01 |Peayedinan alat tulia kantgy 7:’“’:'500':: ’:ﬁ;:x:g ot ‘:;::
2 | 1 | 03| 02 |Penyedinan barang cortaion 151,500, 95150000 v .
g dan penggandunn 2,76,600.00 2/796.600,00 R R
oalp dizan jana } ikani, sumber daya nir —
din listrik day 1,080.000.00 1,980,000:00
2| 1|02{09 Mvdm:hubmdnmmm 1,000,000.00 1,000,000,60 100.00,
| 2 | 1)02)05|Penyed kanan dan mi 250000000 | 250000000| 100.00
2 | 1 | 02] 06 |Rapat-mpat Koordinasi dan konsultasi ke lunr #,250,000.00 6,250,000.00 . 100.00
2 | 1| 02|07 |Penyediaan jasa perbaikan et 400,000.00 40000000 - | igogo
2|1 mﬁ]? v 1 ¥ 270,000.00 270,000,00 = 100,00
2 |1 |02l 09 p akhir tahun 250,000.00 280,000.00 [ - | 1oodo
2 |1 |02/ 10 |peny i pola) APHDea $36,000.00 536,000,600 Z 100.00
2 |1 |62[ 11 |Peny RPJMDes/RKPDan 2,020,000.00 2,02000000| - | 100.00
2 | 1 |02} 12 |Penyununan RAPBDen :‘::ﬁg :'x:x:: - ::gx
2| 1 | 02| 13|Penyusunan LKPJ/LPPD v . 00,63 2
217102 13| Penyediaan peralatan dan periei 39,090,600.00 | 37,750,000.00 |  1,390,500.00 | 96.57
kantor i
TN 9,061,825,00 9,000,000.00 6182500 9932
2 | 1 }02) 15| Pemeliharaxn rutin godung bunior souﬁ:.'én $00,000.60 S T
2 |1 [02] 16| Pemelibaraan rutin berleala permiatan ; .
perlengkapan kantor
T = 100.60
2 | 1 [02] 17 | Pemelibarsan rutin/berkala kendaraan 600,000.00 600,000.00
dinan/opernaional
= 2,962,000,00 2,962,000.00 = 100.00

1]o3] o I RT/RW 5,150,000.00 3.500,000.00] __ 2.650,00000] 5691

L et B - 669,000,00 669,000.00 = | 10000

1|05 I i Desa 3,897,875.00 3,897,500.00, 75.00| 100.00

1[06]  [Penyetenogarnan £ Desa 21,357,000,00 | __21,457,000.00 - | o000

1 [o7| _ |Pengad: P Lizact)

i 93,332,300.00 | _93,332,300,00 s ‘”‘:;
3,504,000.00 3,504,000.00 = ’Z:w
78.225,300,00 78,226,500.00 = ¥
6,500,000.00 | 6:500,000.00 > | '100.004,
3,000,00000|  3.000,000.00 - j’%
2,000,000.00 2,000,000.00 - 5

35.207,500.00 | _ 36,297,300,00 200.00 1;.: i
1,362,000.00 1,382,000.00 - 105
1,382,000.00 |  1,382.000.00 s || voepa
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HOMOR
URAIAN ) JUMLAH JUMLAR
NOMOR ‘M"Mﬂl PENERDUAAR | PERGETIOARAN 24100 xzT.
(&PaD) ez [
1 _ 2 = . . .
T3 [02]_|peringkatan el ian s s | s | 7 |
3 | 02| 01 | Peninglatan Pemberdayann PKK 13915.200.00| 13,915,300 FAh| VAT
2 1391550000 1391530000 Ehih | 16,
Peningkatan kapasitas masyarokat / kehaarga | 1 A
7| 3| %] [miskin 20,000,006.00 | 20,0, 0A %%,
1 |Becinh Rumah | ]
7]3]0319 P WA e,
1
4
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KEPALA b TEGALREJO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
e NERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANOGARAN
“NDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO
“Menimbang : bahwa sesuni Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15
i Tahun 2015 sebogaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pcmbahanzms
atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ‘1v5 'l‘a.hun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Banyuwangi, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2016.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 teniang Desa
(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2014 Nomor T

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemérintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang  Pengelolaan Keuan

; 2 gan Desa (Berita N w
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 093)(; egara
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6. Per
fectang &@mmm&m B3 Tudem 2014
Repubin o Fembucge—em Do | Sewma Noges

7-P=mmmhdmrah==m;xmm= )

T Trmmg E""ch:crzms@zsm:
Gintris 3 - N e
syawarah Desa | Beriza Negasa Repa™ES mdemesia TeRuS
dp""‘m’m“ i Pembangenan Daersh Tercnesdl

- WMZEMszlSm:m‘ TR
mmmmm::zﬂiéw’sw
10 mmmrahmzozsa:m« ws:} s OIS
. Bupat Bacyuwang Neo=X 3 Tahun =V
. Peratoran DU

tentang Pedoman Teknis dan Tama Cam =

Alokasi Dana Desa yang bersumier danm  AngmaTsn

Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupates &n_,\w-r&n..n

(Berita Daerahkabupaten Banvuwang Tabun 2015 NammoT

505 ~
11.Peraturan Bupar Banyuwangi Nomor 1% Tahun 013
o R Peraturan  Supan

sebagaimana telah diubah dengan
; Nomor 25 Tehun 2015 tenans Perubahan atas
Tahun 2013

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomes 1=
wnmngPedomanTehzisdanTamCaumempan Besaran
Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwanst
(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tabun 20135 Nomor
25);
12.Pi)atumn Bupat Banyvuwangl Nomer 15 Tshun 20135
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat
Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubghan awas
Peraturan Bupad Banyuwangi Nomor 153 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2015 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Banyuwangi (Berita Daecrah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomer 17);

15. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Pungutan Desa;

16. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun
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Dengan Kesepakatan Bersan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJQ
Dan
KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALREJO  TENTANG. l.-}‘\‘.‘i‘ii
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI :;1}7~_L;~‘\\"‘\.}}_‘“}if\-

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
ANGGARAN 2016

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belurfju. D{$~l Tegalrew
Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagal s R 0,00
1. Pendapatan Desa Rp: 1:271.188.500
2. Belanja Desa :
e IB)::dsaang Penyelenggaraan Pemenntahgn- 419.557.360,00
b. Bidang Pembangunan Rp- 6"’0'0‘35'::‘3":'1‘38
: B X . l’ﬁnR X 113-53: SO0,
¢, Bidang Pembinaan Kemasyaraka P 3008, 300,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. oS
e, Bidang Tak Terduga Rp. _ . L AT\
Jumlah Belanja Rp._1.201.07 iAuD.L C

Surplus/ (Defisit) Rp- 10.117.040.00

3. Pembiayaan Desa

a. Penégmaan Pembiayaan Rp. 1.701.900.00

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. .00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 1.701.900.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 11.813.940,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1.

tercantum dalam lampiran Peraturan Deésa ini terdidi dari:

1. Lampiran ] : Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2016;

2. Lamp%ran 11 : Laporan Kekayaan Milik desa.

3. Lampiran IlI: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Ezmp akan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desq
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Pasal A
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R |rr'l) "
Panetaphom tlll ! :;“i!%\‘j‘l"‘" Ty
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fa

) :‘7' TW{:{» A0

gtlyr Muda Ticl
9700719 201001 1 00
DESA TEGALREJO TAHUN 2017 NOMOR J.
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il

rent

> 2T Tegatel?
Lamgean I PeratuTEN ?‘?’:\\Mﬂ T ’-

TEMN ]

FAHUN (2035)

3385 R84S

1 Kas fiezz
| @.Unng bas di Berviarar Gess 2413058328 e
= ;"lb—' Rebeaing Vos Gess - S Dy1 A8 AS
N 1e234 55308 .
Q. Flitang Sewa Tanch
¥ B, Piutsitieg S&'nn Gerdue s
14,134,983.26 2,155.854.83
13.000.002.00
15,000,002.00 )
10,057,513.050.00 10,287,602,050.00
< 222,075.00000 2222,075,000.00
- Peyalatan dan iesin B 9&@@ 75,4 79.00‘100
| - Gedung ¢an Bargunzn 372,543,250 345,460,250:00
1.275.155;&” 544,537.500-00
10,582,613,050.00 10,287,602,050.00
10,995,748,033.26 10,289,757,904.85
10,996,748,033.26 10,289,757,904.85



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

! ORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Lampiran I Peraturan Desa Tega

N

[
2 Jenis Keglatan

_— |
embangu"an Fisik

P" Prasarana
|

&

Lokasi

Dusun
Pada"ﬂbulan

Dusun
Padangbulan

Barat KUD
Dusun Tugurejo
Rt. 02 Rw. 01

Dusun Tugurejo
Rt. 02 Rw. 02

Dusun Tugurejo

Rincian

|___Kegiatan

Satuan

smber Dand

‘flfjo{(umnml.m !c-u.nl-..nl
2o Aahon 2O

Jumiah np)

p——
= =

Pembangunan

Penahan Badan
jalan Padangbulan

Ds Tegalrejo
rementaragn
Pembangunan
Penahan Badan

Jalan Dusun

Padangbulan
Menuju Desa

- Tesalm]o

Pembangunan
Penahan Badan
Jalan Diponegoro
Pembangunan
Penahan Badan
Jalan Depan KUA

menuju Tegalsarl |

Pembangunan
Penahan Sadan
Jalan Dsn Tugurejo
Ds Tegalrejo

WDIJSun Tugurejo

Dusun Tugurejo

pusun Tugurejo

Dusun
padangbulan Rt.

02 RW.02

pemeliharaan Jalan
Lingkungan Jalan
Dipanegoro
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi BS.5
Kanan
Kenapmiw@st)
pemeliharaan
Saringan \rigasi
DAM Besule Dsn

Tugurejo Ds
Tegalrejo

Rehabilitast

Jaringan Irigasi
BTS.3 Kiri, Osn
Tugurejo Desa
Tegalrejo
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Dusun TUBUreEIO |Tersier BTS 4 Ki
Desa Tegalreja

Rehabilitasi

Jaringan Irigasi BTS|
Dusun Bulurejo' |4 Kiri Tapen Dusun
panduman Desa
Tegalrejo

Laidl AR

pavingisas! Jalan

Poket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

APBD 1A 2010

APBD 1A 2010

APBD TA 2016

APHD TA 2016

APBD TA 2016

APBD TA 2016

APBD TA 2016

APBD TA 2016

HPBD TA 2016

APBD TA 2016

APBD TA 2016

APBD TA 2016

RSy

PR

110, 200,000

1 ')'l.}‘.b().ﬂ(l()

1')5.700,000

105.000.()00

90,520,000

193.145.000

194.103.000

141.870.000

194,062.000

146.897.000

96,065,000

76.060.000
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Lokasj Rinci h (RP)
an Jumlal
Kegiatan KEE’““ Volume | Satuan | Smber Dana
Dusun Rehatilitasi 125.000.000
{Padangbulan f;':ﬁ"x“'a‘: 8 | 1 | paker |avepTAZ016
———__|DesaYegalrejo e — ==
Rehabilitasi 70.600:000
::;::ghulan Jaringan IrigasiBd | o Paket |APBDTA2016 ¥
9 bok 3 Ki & Ka _ =l
——__ |PesaTegalrejo = e
 |Pémbangunan
: Saluran Tersier . 134,741.000
Dusun DS g paket |APBD TA 2016
Padangbulan Padangbulan Rw. ]
o Loz =
000
Dustn Pemeliharaan falan y paket |APBDTA 2016 296.806
Padangbulan ;:‘;:’;3::':"0&
ToRRlcait Yariotan) | 2598.585.000
JUMLAH

' \TEGALREJO
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T

D
e &h'l‘ :TERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJC
Ay M.AN TEGALSARI KABUPATEN SANYLWASNG
Trasopsyo Nowar 90 Tef ematl cnpliry vt -mad o
TEGALREIC Kode Pos A24ET

] SURAT KEPLTLSAY
Ly 'Nmo a’é PERMUSYAWARATAN DESA TECALZEI0
\ R:183/ | /KEP.BPD /+2G.523.65 2017

ETUJUAN TENTANG =

e AN TERHADAP PENETAPAN PERATLURAN DESA TEN ARG

e STANGOUNG.JAWARAN REALISAST PELARSANALY ANCOMEE
ENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGCARAN 202

. bahwa secbagai pelalcaanaan ketentian m“?f_ffi.f-:r =
Pasal 69 ayat (3) Undang-undagg Nemor 6 1882 277
Cieaa 2e<

b. bahwa berdasarkan perumbangan selagaimasd ‘%
dalam huruf a, perlu menetagiuz Sepurman = o
Permusyawaratan Desa fecrang Sersec=i=a= =77 O
Penetapan Peraturan Dea ne=Asg ‘f" i
Pertanggungawaban Realiaai Pelalcsaszas ;—gF'“

Pendapatan dan Belarja Desa Tafos ASgZRcas =& ==
+ pemcamg Sesa

1. Undang-undang Nemor 6 Takes 2?_:- e

(Lembaran Negara Republik [ndozesia Tazim <=7 ¢ cmer

7. Tambahan Lembaran Negarz Raguiliic [mdore=ia Scoor
5495); _

Talu= 20IL seSagmomarZs

2. Peraturan Pemerinzah No—er 23

telah diubah dengan Peratusac Pe—er—rar Naz=ar
Tahun 2015 tenrang Perubahaz atas Perat——=< Fe—mer—rac
Nomor 43 Tahun 20i5 tertasg Peracurss Felaiosa—oac
Undang Undang Nemor 6 tamcs 2012 e—tamg Tesa
(Lembaran Negara Republix [cdonesiz Tat—= LIS Fosor
157, Tambahan Lembaran Negas= Bezrtliic mocmemn
Nomor 5717);

‘3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tafos 201+ sedugz—acs
telah diubah dengan Peraturan Pe—ermz=iaz lNemer 22
Tahun 2015 tentang PerubaZar atas Perat_sac FPemer—a—
Nomar 60 Tahun 2013 tentang Danz Desa Yaog Sermo— e
Dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara | _emIaas
Negara Republik [ndonesia Tahoz 2013 Neoomor 22
Tambahan Lembaran Negara Repuibix ndorema Nocor
! 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negen Nemor 1D Tazo= 2012
tentang Pedoman Teknis Peraturan [h Desa (Sesmz Negasz
' Republik Indonesia Tahun 2613 Nomar 206G 1)

g 5. Pemmranp:imtcﬁ Dalam Negeri Nemor 113 Tako= 20Is
tentang gelolaan  Heuan Demn  (Setirs Sowca
Republik Indomexia Tahur 2012 Nomor 2065+ oo
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i ::-""‘““'ﬂn Menteri Dal
R;::l::ﬂf" _Pedoman Pc.i,"ﬁim”"sm Nomor 114 Tahun 2014
£) ik Indonesia T angunan Desa ( Berita Negara
Perat sia Tahun 2014 o
e uran Menteri Desa, P, Nomor 2094 );
K N Transmigrasi Nom + Pembangunan Daerah Tertinggal
ewenangan Berdas kor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
'ljokul Berskala c;(. SR [.'lak Asal Usul dan Kewenangan
. ll:llmn 2054 NomorS;E:-SS()I-BCI-Ita Negara Republik Indonesia
+ Peraturag = ;
dan ’l‘mnlsnl:aien“!‘l Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Tata  Tertib g‘;‘s‘ ifemior 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Musyawarah D‘m Meckanisme Pengambilan Keputusan
Tahun esa ( Berita Negara Republik Indonesia
9. Per: :n 2015 Nomor 159);
d‘m‘-;:::::‘s"l:@cme}‘ Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Biiorits B igrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
TR — enggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
10. Pcmmcsm Tahun 2015 Nomor 297);
SEbi ran Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
= gaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat
anyuwangi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran
Alokasi Dana Desa yang bersumber dari An X
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwang!
(Berita Daerahkabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor

50);

11. Peraturan Bupati Banyuwangl Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
015 tentang Perubahan

25 Tahun 2
i r 14 Tahun 2015
an Besaran
dari Anggaran Pendapatan dan
paten Banyuwangi

esa di Kabu
gi Tahun 2015 Nomor

Banyuwangi Nomor
atas Peraturan Bupati
tentang Pedoman Teknis
Dana Desa yang bersumber
Belanja Negara bagi setiap D
(Berita Daerah Kabupaten Banyuwan
15 Tahun 2015

235);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
telah diubah dengan Peraturan Bupati
5 tentang Perubahan

sebagaimana
Banyuwangi Nomor 51 Tahun 201

Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015

di

atas Peraturan
tentang Pedom
Kabupaten Banyuwangi [

Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

17 Tahun 2015

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
Desa dan Perangkat Desa di

tentang Penghasilan Kepala
Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);

ahun 2015 tentang

15. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 1 T
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Desa

Tegalrejo Tahun 2015 Nomor 1);
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N -—l:

Memperhatikin :

‘Menctapkan
'PERTAMA

KEDUA

16. P
0. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 2 Tahun

17. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tah

Pu 20135 :cntaxl*-g
DB S ‘s Tahun 2013
Nomor 2j; (Lembaran Desa Tegalrej® T

un 2013 :cmgng
dan Perangsat

ala Desa -5
Tahun 2013

Jenis dan Besaran Penghasilan Kep
Tegalrejo

Desa Tegalrejo (Lembaran Desa

Nomor 3).

Januari 2017 reatang

an Desa meniad! P;ra:'usr::
iawaban eall 3

gaung o g

Hasil rapat BPD
; at | pada tanggal
Pembahasan Rancangan Peratur

I?csa tentang Laporan Pert ;
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Des2
Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN
Menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Des2 Tgaif:ajz
menjadt Peraturan Desa Tepalrejo tentang P =
Pertanggungiawaban  Realisast Pelaksanaan Anggards
Desa Tahun Anggaran 2016.

Pendapatan dan Belanjas
Realisasi  Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimans
dimaksud dalam Diktum Pertamsa terdiri atas: _
i Pendapatan Desa Rp. 1.271.188-300°00
b. Belanja Desa

1. Bidang Penvelenggaraan Pemerin-
T i Rp.  410.757.360.00

tahan Desa pP. >
2. Bidang Pembangunan Rp. 690.023.500.00
3. Bidang Pembinaan Kernasyaraka-
tan Rp. 1 13.382.300.00
4. Bidang Pemberdayaan MasvarakatRp. 37.908.300,00
5. Bidang Tak Terduga Rp. 0.00
Jumlah Belanja Rp. 1. 61.071.260.00
Surplus/(Defisit) Rp. 10.117.020,00
c. Pembiayaan Desa
1. Penenimaan Pembiayaan Rp. 1.701.900,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 1.701.900.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Rp.  11.818.930.,00

Tahun Berkenaan {SILPA)

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo ini }
berlaku pada tanggal ditetapkan. Biltejo ini mulal

Ditetapkan di  : TEGALREJO
Pada tanggal : 1k ?ccrr-ﬁ 317
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RISALAH ACARA RAPAT

bertempal:?i‘ih}azaq DL HABY tanggal U belon 1, pebrusri tehun £9°
al De rejo Keeamatan Tepnlsar Katiupaters) 20
I rangka membahis Laporsn Ptz Rt = =
; “n Anggaran Pendapaan dan Belanja Dess Tepzlnms 250
6 yang meliputj :

1. Pendapatan Desa

E E:g:i[:ja Dos, bail Belanja  Penyelenggaran Pf,-ml:rinv,:ha?’, :“f:;:j ‘:‘;"
Belanja:%:kn?n'd Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdzyaan Mame27%
erduga berikut rinecian-rineis a.
3. Pembiayaan Des:fa rincian-rinciannya )
Dalam Rapat tersebut dihadiri olch Kepala s Tegsiren, #5152 2
» ! » cPazia 1Ie5E 2 S enmegny T
Waldl Ketua BPD, Sekretaris BPD dan anggots l3adan Permusy ipeicag
gan lembaga-lembaga yang ada di Desa(daltar hadir 1erlsmpir). M=omE
angegota Badan Permusyawaratan Desa memberi masukzn/ procsp
forum tersebut. o e EAESE
Dalam rapat dimaksud telah mengambil /.L'I’W;«:z cobags’
musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok-pokor T2
et cenei Pplulsanasn ATEEETZ
1. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi P'-;. d~:;_. 4:3'_ =
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengss
sebagai berikut : 182.500,00
a, Pendapatan Desa Rp. 1.271. =
b. Belanja Desa 4.757.260,00
1. Bidang PenyelenggaraanPemerintahan Desa Rp.  419.757.2

S84 Tepal

272 .5060.00
2. Bidang Pembangunan Rp. ??ggggzz;é rj
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. °;';08:300, 60
4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat ﬁp- e 0.90
5’ 2};‘;"5&: S R}’, 1.261.071.460.8?
* L117.0449,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 10.1
CLESI HigYHE. Darh A Rp. 1.701.900,00
1. Penerimaan Pembis RO
2. Pengeluaran Pembiayaan gp. r e 40) a0
Selisih Pembiayaan (a-b) . e

3 Menyetujul R ealisasi jenis-jenis Pendapatan maupun jenis-jenis Belanja dan
‘Me
‘Pembiayaan. . | ini dibuat sebagai hasil kesepakatan
iki salah acara rapat ini ua g 5
L Demag Permusyawaratan Desa dan m_crupakan pertimbangan
anggo buatan  Peraturan  Desa  Tegalrejo tentang  Laporan
b ,png:vvaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

egalrejo Tahun Anggaran 2016.
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SARI KABUPATEN BANYUWANGI

3y Y0 elp < emad veyafrgo
— S ——— 1 l:(%:\LI(EJO Ko Pos 68491

buesis yrnl com

Dalam DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun anggaran 2016

TANDA TANGAN

NO. NAMA JABATAN

1 |sunoto = fr—p |

2 | JUMIANTO ek | J_._qu%—;—
3 [ASY'ARI, S.Pdl SEKRETARIS \73\ w
4 | MOHAMAD HASAN, S.Aqg ANGGOTA | - 1 ,il_.f_/;‘-———
5 | NIAMULLOH ANGGOTA 6 — i |
6 | AKHMAD SOLIKHIN.SPA, MM | ANGGOTA | N 0.2 R
7 |AGusPRIVADI, ST ANGGOTA |7 \//% = |
8 |MOH. TOHARI anegotA | ER @?—i\
9 |MOH.SALEH ANGGOTA |9 ‘ \

Tegalrejo, 'S (’@me’ 3oi7
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PEMERINT :
i Rll;l\.ll:/\.ll‘l\/\lull'./\'l EICBARIY LI AT
CAMATAN T1GAT SALRI
DESA TEGALREJO

Uofup Trunofoyo Nomin:

i ‘I:‘I’P vl T
- : apleeg Gevants yodl o
| |-f IALREIO Kol 1o, HRA9 1

D
S rangkgl:;reﬂﬂ‘lqua APARAT PEMERINTAN DESA
embahas Rancangan Poraturan Desa tentang | aporin

P,
ertanggungjawaban Kepala Dosa Tabun anggaran 2016
NO. o l
NAmA JABATAN TANDA TANGAN \
1 | mu B s
WANAM KEPALA DESA
2 | MANSUR S;:‘KDESV
e e PEMEﬁIL\?AHAN
ol s PEMBK/fNUéUNAN
5 | SUGIANTO KAUR KEUANGAN
6 | ADI AHMAD DAHNAN KAUR KESRA
7 | SUBHAN ZAINI KAUR UMUM 7 £
£
/
8 |MARSI KADUS - /S
/ -
i \’\‘) = 7 4
9 | TUMARI KADUS ) VA \
|
10 | MUFIDUN HAKIM KADUS 1 = \
e = 7 ; 1
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